
 

 

 

 

 

 
 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2024

ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO 

BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lampung Utara) 

 

 

 

 

Skripsi 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI 

2052011053 

 

 

 

 



i 

 

 

ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO 

BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lampung Utara) 

 

 

Oleh:  

MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI 

 

 

UMKM di Kabupaten Lampung Utara merupakan jenis usaha yang memerlukan 

legalitas. Legalitas usaha akan menjadi bukti bahwa kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh pelaku UMKM sah di mata hukum. Penerbitan legalitas UMKM 

dilakukan melalui sistem elektronik yaitu Online Single Submission (OSS) dan 

jenis legalitas usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dengan rinci dan sistematis mengenai 

pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem OSS, 

yang di dalam pelaksanaannya terdapat kewenangan DPM-PTSP Kabupaten 

Lampung Utara dan berbagai macam syarat dan prosedur yang harus terpenuhi.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah non-judicial case 

studi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan 

melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis secara kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten 

Lampung Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan legalisasi usaha 

berbasis risiko bagi UMKM mulai dari penerbitan, hak akses, pendampingan, dan 

pengawasan pelaporan LKPM. Setiap usaha perseorangan maupun badan usaha 

yang akan melegalisasikan usaha haruslah memenuhi berbagai syarat dan 

prosedur dari masing-masing tingkat risiko yang ditentukan oleh KBLI. 

Berdasarkan tingkat risiko tersebut perolehan legalitas usaha dibedakan menjadi 

Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin. Dalam pelaksanaan legalisasi 

usaha tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan 

terdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai 

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan 

legalisasi usaha melalui sistem OSS memberikan solusi dalam mengatasi 

hambatan tersebut. 

Kata kunci: DPM-PTSP, Legalisasi Usaha, Online Single Submission, 

UMKM. 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS 

LEGALITY FOR UMKM THROUGH AN ELECTRONICALLY 

INTEGRATED BUSINESS LICENSING SYSTEM 

(Study on the Investment Office and One-Stop Integrated Service of North 

Lampung Regency) 

 

 

By: 

MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI 

 

 

UMKM in North Lampung Regency are a type of business that requires legality. 

Business legality will be proof that business activities carried out by UMKM are 

legal in the eyes of the law. The issuance of UMKM legality is carried out through 

an electronic system, namely Online Single Submission (OSS) and the type of 

business legality is based on the risk level of business activities. This research 

aims to describe in detail and systematically the implementation of risk-based 

business legalization for UMKM through the OSS system, which in its 

implementation has the authority of DPM-PTSP North Lampung Regency and 

various requirements and procedures that must be met. 

This type of research is empirical normative law research with a descriptive type 

of research. The problem approach used is a non-judicial case study. Data 

collection is carried out by interview and literature study. The data used in this 

study is primary data collected through interviews and secondary data consists of 

primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. 

The data collected is then analyzed qualitatively. 

The results of the research and discussion describe that DPM-PTSP of North 

Lampung Regency has the authority in the implementation of risk-based business 

legalization for UMKM starting from issuance, access rights, assistance, and 

supervision of LKPM reporting. Every individual business or business entity that 

will legalize the business must meet various requirements and procedures from 

each risk level determined by KBLI. Based on the level of risk, the acquisition of 

business legality is divided into Business Registarion Number, Strandard 

Certificate, and Permit. In the implementation of business legalization, not all of 

them can be implemented properly because there are several obstacles. DPM-

PTSP North Lampung Regency as a government agency that has the authority to 

carry out business legalization through OSS system provides solutions in 

overcoming these obstacles. 

Keywords: Business Legality, DPM-PTSP, Online Single Submission, UMKM.
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“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 

(QS. Al-Baqarah : 216) 

 

 

 

“... Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita ...” 

(QS. At-Taubah : 40) 

 

 

 

“Never feel that things are going too fast or too slow, because there is a right time 

for everyone.” 

(Kim Jennie of BLACKPINK) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunani Nasionali bertujuani untuki mewujudkani masyarakat adil dan 

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 

perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945i perlui dilaksanakani pembangunani 

ekonomii nasionali yangi berkelanjutani dengani berdasarkani berlandaskani 

demokrasiii ekonomiii untukii mencapaiii tujuanii bernegara. 

Pembangunani ekonomii nasionali tidaki hanyai didukungi oleh perusahaan besar saja. 

Pembangunan ekonomi nasional melibatkan berbagai sektor masyarakat, termasuk 

perani darii Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengahi (UMKM).i Dukungani bagii UMKMi 

sangati pentingi untuki membantui menciptakani lapangani kerja,i meningkatkani 

pendapatan,i memperluasi kesempatani bisnis,i sertai medorongi inovasii dani 

pertumbuhani ekonomii secarai keseluruhan.i Sektori UMKMi terbuktii mampui 

menyerapi jumlahi tenagai kerjai yangi besari untuki mengurangii angkai penganggurani 

yangi tinggii dii Indonesia.i 
1 

Berdasarkani penjelasani Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2008i tentangi Usahai 

Mikroi Kecili dani Menengahi yangi selanjutnyai disingkati dengani UUi UMKM,i 

bahwai salahi satui carai dalami menumbuhkani dani meningkatkani kemapuani dani 

 
1 Andrean W. Finaka dkk, “UMKM Penting Bagi Perekonomian Indonesia”, Diakses melalui 

https://indonesiabaik.id/infografis/umkm-penting-bagi-perekonomian-indonesia, Pada tanggal 19 

November 2023, Pukul 14.00 WIB. 

https://indonesiabaik.id/infografis/umkm-penting-bagi-perekonomian-indonesia
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dayai saingi agari UMKMi berkembangi menjadii usahai yangi tangguhi dani mandirii 

adalahi melaluii pemberdayaani dani pengembangan.i Pemberdayaani adalahi upayai 

yangi dilakukani olehi Pemerintah,i Pemerintahi Daerah,i Duniai Usaha,i dani 

Masyarakati secarai sinergisi dalami bentuki penumbuhani iklimi dani pengembangani 

usahai terhadapi UMKMi sehinggai mampui tumbuhi dani berkembangi menjadii usahai 

yangi tangguhi dani mandiri.i Pengembangani adalahi upayai yangi dilakukani olehi 

Pemerintah,i Pemerintahi Daerah,i Duniai Usaha,i dani Masyarakati untuki 

memberdayakani UMKMi melaluii pemberiani fasilitas,i bimbingan,i pendampingan,i 

dani bantuani perkuatani untuki menumbuhkani dani meningkatkani kemampuani dani 

dayai saingi UMKM.i  

UMKMi merupakani jenisi usahai yangi memerlukani legalitasi usaha.i 

Keberlangsungani suatui usahai dipengaruhii olehi berbagaii faktor,i salahi satunyai 

legalitasi usaha.2i Legalitasi usahai yangi dimaksudi merupakani bentuki pemberiani 

izini yangi diperolehi secarai sahi bagii pelakui UMKMi dalami menjalankani kegiatani 

usaha.3i Legalitasi usahai akani menjadii buktii bahwai kegiatani usahai yangi dijalankani 

olehi pelakui UMKMi sahi dii matai hukumi dani dapati dipertanggungjawabkan.i 

Dalami suatui usaha,i jenisi legalitasi usahai dapati didasarkani padai risikoi kegiatani 

usaha.i Tingkati risikoi ditentukani olehi perkaliani antarai nilaii bahayai dani potensii 

terjadinyai bahaya,i hali inilahi yangi menentukani jenisi legalitasi usaha.i Penetapani 

tingkati risikoi dilakukani berdasarkani hasili analisisi risiko.i Tingkati risikoi padai 

suatui kegiatani usahai akani ditentukani dengani menerapkani konsepi riskoi maximumi 

(maximumi risk)i atasi semuai kriteriai yangi digunakani dalami prosesi analisisi risiko,i 

sehinggai tidaki adai risikoi yangi diabaikani saati menetapkani jenisi legalitasi usaha.4i 

Dalami memperolehi legalitasi usaha,i pelakui UMKMi akani mendapatkani berbagaii 

macami kemudahani darii sisii percepatani perizinani dani jugai kepastiani ataupuni 

legalitasi usahai yangi akani mendatangkani manfaati bagii pelakui UMKMi dalami 

 
2 Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis”, 

Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-

perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf, Pada tanggal 19 November 2023, Pukul 19.28 WIB. 
3 Dwi Ernanda, “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM”, Diakses melalui 

https://majoo.id/solusi/detail/pentingnya-legalitas-usaha-bagi-pelaku-umkm, Pada tanggal 19 

November 2023, Pukul 19.34 WIB. 
4 Legalitas.org, “Mengenal Risiko di OSS RBA”, Diakses melalui 

https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba, Pada tanggal 19 November 2023, Pukul 20.11 

WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
https://majoo.id/solusi/detail/pentingnya-legalitas-usaha-bagi-pelaku-umkm
https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba


3 

 

aspeki pendanaani untuki memperolehi modali usaha,i membantui memudahkani 

pemasarani usaha,i aksesi pembiayaani yangi lebihi mudah,i dani memperolehi 

pendampingani usahai darii pemerintah.5i  

Kemudahani dani fasilitasi yangi diberikani Pemerintahi untuki UMKMi memperolehi 

legalitasi usahai adalahi melaluii sistemi elektronik.i Kehadirani sistemi elektroniki 

didukungi olehi perkembangani zamani dalami erai moderni yangi mengakibatkani 

teknologii turuti mengalamii perkembangani yangi pesat.i Indonesiai menjadii salahi 

satui negarai yangi sudahi menerapkani sistem-sistemi elektroniki dengani layanani 

digitali yangi dapati dimanfaatkani untuki pendaftaran-pendaftarani pendidikan,i 

perizinani berusahai dani lain-laini yangi dapati diaksesi melaluii mediai berbasisi 

elektronik.i Bentuki fasilitasi elektroniki yangi diberikani olehi Pemerintahi yangi 

diharapkani dapati merangsangi pertumbuhani UMKMi dani memberikani kemudahani 

untuki UMKMi adalahi melaluii Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi 

Penyelenggaraani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi melaluii Sistemi Onlinei 

Singlei Submission-Riski Basedi Approachi (OSS-RBA)i yangi merupakani 

pelaksanaani Undang-Undangi Nomori 11i Tahuni 2020i Tentangi Ciptai Kerja.i 

Berdasarkani Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i Tentangi 

Penyelenggaraani Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko,i penerbitani legalitasi usahai 

bagii UMKMi dilakukani melaluii sistemi elektronik.i Sistemi elektroniki yangi 

kemudiani dimaksudi dengani Onlinei Singlei Submisson-Riski Basedi Approachi (OSS-

RBA)i ataui Sistemi Perizinani Berusahai Terintegrasii Secarai Elektroniki Berbasisi 

Risikoi adalahi perizinani berusahai yangi diberikani kepadai pelakui usahai UMKMi 

untuki memulaii dani menjalankani kegiatani usahanyai yangi dinilaii berdasarkani 

tingkati risikoi kegiatani usaha.i Sistemi elektroniki ataui OSS-RBAi memilikii tujuani 

untuki menyederhanakani dani mempercepati perosesi legalitasi usahai bagii UMKM.i 

Penyelenggaraani Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi merupakani upayai yangi 

dilakukani pemerintahi dalami rangkai menumbuhkani ekonomii dalami kegiatani 

investasii dani kegiatani berusahai bagii pelakui usahai UMKM. 

 
5 Yuridistya Primadhita & Budiningsih, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dengan Model Vector Auto Regression”, Jurnal Manajemen Kewirausahaan, 

Vol.17/No.1/(2020). 
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Kabupateni Lampungi Utarai merupakani Kabupateni dii Provinsii Lampungi yangi 

telahi berdirii lama.i Pemerintahi Kabupateni Lampungi Utarai telahi menerapkani 

Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risikoi yangi diharapkani dapati membantui dani mempermudahi 

pelakui usahai UMKMi dii Kabupateni Lampungi Utarai dalami memperolehi legalitasi 

usahai untuki menjalankani usahanya.i UMKMi yangi mendaftarkani legalitasi usahai 

melaluii Sistemi OSSi padai tahuni 2021i mencapaii 1.191,i padai tahuni 2022i mencapaii 

6.318,i dani padai Januarii sampaii dengani Junii 2023i mencapaii 4.157,i tentunyai 

berdasarkani datai tersebuti jumlahi UMKMi dii Kabupateni Lampungi Utarai yangi 

mendaftarkani legalitasi usahai melaluii OSSi mengalamii peningkatani sehinggai 

sangati berpengaruhi bagii pertumbuhani ekonomii dii Lampungi Utarai terutamai bagii 

UMKM.i  

Dinasi Penanamani Modali dani Pelayanani Terpadui Satui Pintui (DPM-PTSP)i 

Kabupateni Lampungi Utarai sebagaii perpanjangani tangani Pemerintah,i memberikani 

fasilitasi dengani kemudahani pengurusani perizinani berusahai sehinggai parai pelakui 

usahai UMKMi dapati berinvestasii dani mendapatkani legalitasi usahai agari usahai 

yangi dijalankani olehi pelakui UMKMi dapati dikembangkani dani usahai dii 

Kabupateni Lampungi Utarai terusi mengalamii kemajuani yangi pesati dii tengahi 

perekonomiani yangi semakini meningkat.i Setelahi diterapkannyai perizinani 

berusahai berbasisi risikoi melaluii sistemi elektroniki dii Kabupateni Lampungi Utarai 

masihi banyaki pelakui UMKMi yangi belumi memilikii legalitasi karenai tidaki 

semuanyai dapati diimplementasikani bagii pelakui UMKMi dii Lampungi Utara,i hali 

tersebuti dikarenakani terdapati beberapai kendalai yangi dihadapii olehi pelakui 

UMKM.i  

Analisisi Pelaksanaani Legalisasii Usahai Berbasisi Risikoi Bagii UMKMi melaluii 

Sistemi Perizinani Berusahai Terintegrasii Secarai Elektroniki dii Kabupateni Lampungi 

Utarai merupakani hali yangi perlui diamatii untuki kepentingani parai pihak.i Sepertii 

hal-hali yangi berkaitani dengani syarati dani proseduri yangi harusi dipenuhii bagii 

pelakui usahai UMKMi dii Kabupateni Lampungi Utarai dani kewenangani DPM-PTSPi 

Kabupateni Lampungi Utarai dalami Pelaksanaani Legalisasii Usahai Berbasisi Risikoi 

Bagii UMKMi Melaluii Sistemi Perizinani Berusahai Terintegrasii Secarai Elektroniki 

dii Kabupateni Lampungi Utara. 
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Berdasarkani uraiani latari belakangi diatas,i dapati menjadii kajiani menariki dani 

memilikii alasani yangi tepati untuki dilakukani penelitiani mengenaii syarati dani 

proseduri pelaksanaani legalisasii usahai bagii UMKMi dani kewenangani DPM-PTSPi 

Kabupateni lampungi Utarai dalami pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi 

melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektronik,i yangi dituangkani 

kei dalami bentuki penulisani skripsii dengani juduli “Analisisi Pelaksanaani 

Legalisasii Usahai Berbasisi Risikoi Bagii UMKMi Melaluii Sistemi Perizinani 

Berusahai Terintegrasii Secarai Elektroniki (Studii Padai Dinasi Penanamani 

Modali dani Pelayanani Terpadui Satui Pintui Kabupateni Lampungi Utara)”. 

1.2. Rumusani Masalah 

Berdasarkani uraiani latari belakang,i makai dapati dirumuskani masalahi sebagaii 

berikut: 

a. Bagaimanai kewenangani DPM-PTSPi Kabupateni Lampungi Utarai dalami 

pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi melaluii sistemi perizinani berusahai 

terintegrasii secarai elektronik? 

b. Bagaimanai syarati dani proseduri yangi harusi dipenuhii dalami pelaksanaani 

legalisasii usahai berbasisi risikoi bagii UMKMi melaluii sistemi perizinani 

berusahai terintegrasii secarai elektronik?i  

1.3. Ruangi Lingkup 

Ruangi lingkupi penelitiani dalami penelitiani inii adalahi ruangi lingkupi keilmuani dani 

ruangi lingkupi objeki kajian.i Ruangi lingkupi keilmuani penelitiani inii adalahi Hukumi 

Keperdataani dalami bidangi Hukumi Ekonomii dani Bisnis.i Ruangi lingkupi objeki 

penelitiani inii akani mengkajii mengenaii pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi 

risikoi bagii UMKMi melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai 

elektronik. 
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1.4. Tujuani Penelitian 

Berdasarkani rumusani masalahi tersebut,i makai tujuani darii penelitiani inii adalahi 

sebagaii berikut: 

a. Untuki memperolehi deskripsii lengkapi mengenaii kewenangani DPM-PTSPi 

Kabupateni Lampungi Utarai dalami pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi 

melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektronik. 

b. Untuki memperolehi deskripsii lengkapi mengenaii syarati dani proseduri yangi 

harusi dipenuhii dalami pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi bagii 

UMKMi melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektronik. 

1.5. Kegunaani Penelitian 

Penelitiani inii diharapkani dapati bergunai baiki secarai langsungi maupuni tidaki 

langsungi sepertii yangi dijabarkani sebagaii berikut: 

a. Kegunaani Teoretis 

Secarai teoretis,i hasili penelitiani inii diharapkani dapati menjadii bahani 

pengembangani bidangi Hukumi Keperdataani khususnyai Hukumi Bisnisi mengenaii 

pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi bagii UMKMi melaluii sistemi perizinani 

berusahai terintegrasii secarai elektronik. 

b. Kegunaani Praktis 

Secarai praktis,i penelitiani inii diharapkani dapat: 

(1) Menambahi wawasani kepadai masyarakati dani pelakui usahai mikro,i kecil,i dani 

menengahi (UMKM)i terhadapi pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi 

bagii UMKMi melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektronik. 

(2) Menambahi pengetahuani kepadai mahasiswai dani menjadii bahani referensii olehi 

mahasiswai sebagaii acuani penelitiani berikutnyai yangi berkaitani dengani 

pembahasani hukumi mengenaii pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi 

bagii UMKMi melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektronik. 

(3) Sebagaii salahi satui syarati gunai memperolehi gelari sarjanai hukumi padai 

Fakultasi Hukumi Universitasi Lampungi khususnyai padai bagiani Hukumi 

Keperdataan. 



 

 

 

 

 

II. TINJAUANi PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Tinjauani Umumi tentangi Perusahaan 

2.1.1. Pengertiani Hukumi Perusahaani  

Menuruti Sudiknoi Mertokusumoi menyebutkani bahwai hukumi adalahi keseluruhani 

kumpulani peraturan-peraturani ataui kaidah-kaidahi dalami suatui kehidupani 

bersama,i keseluruhani peraturani tentangi tingkahi lakui yangi berlakui dalami suatui 

kehidupani bersama,i yangi dapati dipaksakani pelaksanaannyai dengani suatui sanksi.6 

Menuruti Mochtari Kusumaatmadjai memberikani definisii bahwai hukumi merupakani 

seperangkati kaidahi dani asas-asasi yangi mengaturi kehidupani manusiai dalami 

masyarakat,i sertai lembagai (institution)i dani prosesi (processes)i yangi diperlukani 

untuki mewujudkani hukumi itui dalami kenyataan.7 

Berdasarkani definisii yangi dikemukakani olehi parai ahli/pakari hukumi dii atas,i makai 

dapati didefinisikani bahwai hukumi merupakani kumpulani peraturani yangi dii 

dalamnyai tidaki hanyai mengaturi asasi dani normai sajai tetapii terkandungi lembaga-

lembagai hukumi yangi mendukungi dalami pelaksanaani asasi dani normai hukumi 

yangi mengaturi kehidupani manusiai dalami bermasyarakati dani apabilai melanggari 

akani dikenakani sanksi.i  

Hukumi Perusahaani dapati didefinisikani sebagaii kesatuaani peraturan-peraturani 

yangi mengaturi kedudukani hukumi darii berbagaii bentuki badani usaha.i Sumberi 

hukumi perusahaani adalahi setiapi pihaki yangi menciptakani kaidah-kaidahi ataui 

ketentuani hukumi perusahaan.i Pihak-pihaki tersebuti dapati berupai badani legislatifi 

 
6 Deepublishstore.com, “Pengertian Hukum”, Diakses melalui 

https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum/, Pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 

14.20 WIB. 
7 Bobo.grid.id, “8 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”, Diakses melalui 

https://bobo.grid.id/amp/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-

hingga-mochtar-kusumaatmaja?page=3, Pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 14.23 WIB. 

https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum/
https://bobo.grid.id/amp/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmaja?page=3
https://bobo.grid.id/amp/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmaja?page=3
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yangi menciptakani undang-undang,i pihak-pihaki yangi mengadakani perjanjiani yangi 

menciptakani kontrak,i hakimi yangi memutusi perkarai yangi meciptakani 

yurisprudensi,i masyarakati pengusahai yangi menciptakani kebiasaani mengenaii 

perusahaan.i Dengani demikian,i hukumi perusahaani terdirii darii kaidahi ataui 

ketentuani yangi tersebari dalami perundang-undangan,i kontrak,i yurisprudensi,i dani 

kebiasaani mengenaii perusahaan.8i Sumberi hukumi darii hukumi perusahaani adalahi 

KUHPerdata,i KUHDagang,i peraturan-peraturani yangi berhubungani dengani 

perusahaan,i seperti:i UUi tentangi Perseroani Terbatas,i UUi tentangi Badani Usahai 

Miliki Negara,i UUi Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengahi (UMKM),i UUi Yayasan,i 

UUi Koperasi,i dani UUi Larangani Praktiki Monopolii dani Persaingani Usahai Tidaki 

Sehat,i sertai perjanjian-perjanjiani internasionali yangi berkaitani dengani kegiatani 

perusahaani yangi diadopsii ataui dijadikani pedomani olehi pemerintahi Indonesia. 

2.1.2. Pengertiani Perusahaan 

Perusahaani merupakani suatui istilahi perekonomiani yangi dikenali dalami Kitabi 

Undang-Undangi Hukumi Dagangi (KUHD)i dani peraturani laini dii luari KUHD.i 

Namuni demikiani secarai eksplisit,i yangi dimaksudi dengani perusahaani tidaki 

dijumpaii dalami KUHDi itui sendiri.i Menterii Kehakimani Nederlandi menafsirkani 

pengertiani perusahaani bahwai barulahi dapati dikatakani adanyai perusahaan,i apabilai 

pihaki yangi berkepentingani bertindaki secarai tidaki terputus-putus,i terang-terangani 

sertai dii dalami kedudukani tertentui untuki memperolehi labai bagii dirinyai sendiri.9 

Molenggraafi memberikani perumusannyai bahwai barulahi dikatakani adai 

perusahaani jikai terus-menerusi bertindaki keluari untuki memperolehi penghasilani 

dengani mempergunakani ataui menyerahkani barang-barangi ataui mengadakani 

perjanjiani perdagangan.10 

Pengertiani perusahaani dijumpaii dalami Pasali 1i Undang-Undangi No.i 3i Tahuni 

1982i tentangi Wajibi Daftari Perusahaani yangi berbunyii “Perusahaani adalahi setiapi 

bentuki badani usahai yangi menjalankani setiapi jenisi usahai yangi bersifati tetapi dani 

terus-menerusi didirikan,i bekerja,i sertai berkedudukani dalami wilayahi negarai 

 
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2010), hlm. 3.  
9 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 31. 
10 Ibid., hlm. 32. 
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Indonesiai dengani tujuani memperolehi keuntungan/laba.i Sebelumi undang-undangi 

inii tidaki dijumpaii definisii perusahaan.i Olehi karenai itu,i parai penulisi hukumi 

berusahai merumuskani definisii perusahaani berdasarkani pengetahuani yangi merekai 

perolehi secarai empiris.11 

Unsur-unsuri yangi terdapati dalami pengertiani perusahaani meliputii hal-hali berikut: 

(1) Badani usaha 

Badani usahai yangi menjalankani kegiatani dalami bidangi ekonomii mempunyaii 

bentuki tertentu,i misalnyai perusahaani perseorangan,i firma,i persekutuani 

komanditeri ataui perseroani terbatasi yangi dapati diketahuii melaluii aktai pendiriani 

ataui izini usahanya.i Berbagaii bentuki badani usahai tersebuti dapati diklasifikasikani 

berdasarkani jumlahi pemilik,i statusi pemilik,i maupuni bentuki hukumnya. 

(2) Kegiatani dalami bidangi ekonomi 

Kegiatani ekonomii yangi dilakukani olehi perusahaani dalami memperolehi 

keuntungani adalahi dengani carai memperdagangkani barang,i sepertii membelii dani 

menjualnyai kembali,i menyerahkani barang,i sepertii menyewa,i dani melakukani 

perjanjiani perdagangan,i sepertii menghubungkani pihaki satui dengani pihaki lainnya. 

Adapuni obyeki dalami bidangi ekonomii adalahi hartai kekayaan,i dengani tujuani 

untuki memperolehi keuntungani dani ataui labai yangi meliputii kegiatan-kegiatani 

sebagaii berikut: 

a. Perdagangan,i meliputii juali belii barangi bergeraki dani tidaki bergerak,i misalnyai 

ekspor-impor,i bursai efek,i restoran,i tokoi swalayan,i perumnas,i valutai asing; 

b. Pelayanan,i meliputii penyediaani jasa,i misalnyai biroi perjalanan,i biroi konsultan,i 

saloni kencantikan,i kursusi keterampilani menjahit,i busana,i perbankan,i 

pengangkutan,i dani perbengkelan; 

c. Perindustrian,i meliputii mencari,i mengolah,i dani mengadakani sumberi dayai dani 

kekayaan,i misalnyai eksplorasii dani pengeborani minyak,i pengkapani ikan,i 

usahai pertaniani ataui perkayuan,i makanani dalami kaleng,i barangi kerajinan,i 

 
11 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 7. 
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obat-obatan,i kendaraani bermotor,i rekamani dani perfilman,i percetakani dani 

penerbitan.12 

(3) Terusi menerus 

Unsuri terus-menerusi dii dalami perusahaani mempunyaii maknai bahwa,i kegiatani 

dalami bidangi ekonomii itui dilakukani secarai terusi menerusi sebagaii matai 

pencaharian.i Artinya,i tidaki terputus-putus,i tidaki secarai isidental,i dani tidaki 

sebagaii sambilan.13 

(4) Bersifati tetap 

i Unsuri inii dapati dilihati dalami rumusani yangi diberikani olehi Undang-undangi yangi 

memilikii artii bersifati tetap.i Artinya,i kegiatani itui tidaki berubahi ataui bergantii 

dalami waktui singkat,i tetapii untuki jangkai waktui yangi lama.i Jangkai waktui tersebuti 

ditentukani dalami aktai pendiriani perusahaani ataui surati izini usaha.i Misalnyai 5i 

(lima)i tahun,i 10i (sepuluh)i tahun,i ataui 20i (duai puluh)i tahun.14 

(5) Terang-terangan 

Terang-terangani merupakani unsuri yangi bersumberi darii rumusani pengertiani 

perusahaani sebagaimanai terdapati dalami memoriei vani toelichtingi darii Rencanai 

Undang-undangi Wetboeki vani Koophandeli ataui KUHDi yangi berartii sebagaii 

berikut:i Terang-terangani artinyai ditujukani kepadai dani diketahuii olehi umum,i 

bebasi berhubungani dengani pihaki lain,i diakuii dani dibenarkani olehi pemerintahi 

berdasarkani Undang-i undang.i Bentuki terang-terangani inii dapati diketahuii darii 

aktai pendiriani perusahaan,i namai dani mereki perusahaan,i surati izini usaha,i surati 

izini tempati usaha,i dani aktai pendaftarani perusahaan.15 

(6) Keuntungani dan/ataui laba 

Keuntungani dan/ataui labai adalahi istilahi ekonomii yangi menunjukkani nilaii lebihi 

(hasil)i yangi diperolehi darii modali yangi dijalankan.i Setiapi kegiatani menjalankani 

perusahaani tentui berdasarkani sejumlahi modal.i Dengani modali perusahaani itui 

 
12 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 11. 
13 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 12. 
14 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 48. 
15 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 47. 
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keuntungani dani ataui labai dapati diperoleh.i Inii adalahi tujuani utamai suatui 

perusahaan.16 

(7) Pembukuan 

Adanyai keharusani bagii setiapi perusahaani untuki membuati pembukuani bukani 

hanyai kewajibani yangi ditetapkani sebagaimanai diaturi dalami Pasali 6i ayati (1)i 

KUHDi bahwa,i setiapi orangi yangi menjalankani perusahaani diwajibkani untuki 

menyelenggarakani catatan-catatani menuruti syarat-syarati perusahaannyai tentangi 

keadaani hartanyai dani tentangi apai yangi berhubungani dengani perusahaannya,i 

dengani carai yangi sedemikiani sehinggai darii catatan-catatani yangi diselenggarakani 

itui sewaktu-waktui dapati diketahuii semuai haki dani kewajibannya. 

Darii unsur-unsuri perusahaani sebagaimanai dikemukakani dii atas,i dapati 

dirumuskani bahwai suatui perusahaani adalahi setiapi badani usahai yangi menjalankani 

kegiatani dalami bidangi perekonomiani secarai terus-menerus,i bersifati tetap,i dani 

terang-terangani dengani tujuani memperolehi keuntungani dan/ataui labai yangi 

dibuktikani dengani pembukuan.17 

2.1.3. Klasifikasii Badani Usaha/i Perusahaan 

a. Ditinjaui darii jumlahi pemilik,i klasifikasii badani usaha/perusahaani terdirii dari: 

(1) Perusahaani perseorangan,i yaitui perusahaani yangi dimilikii olehi satui orangi saja. 

(2) Perusahaani persekutuan,i yaitui perusahaani yangi dimilikii olehi beberapai 

pengusahai yangi bekerjai samai dalami satui persekutuan. 

b. Ditinjaui darii statusi pemilik,i klasifikasii badani usaha/perusahaani terdirii dari: 

(1) Perusahaani swasta,i yaitui perusahaani yangi statusi kepemilikannyai dimilikii olehi 

pihaki swasta. 

(2) Perusahaani Negarai (BUMNi &i BUMD),i yaitui perusahaani yangi statusi 

kepemilikannyai dimilikii olehi negara. 

c. Dilihati darii bentuki hukum,i klasifikasii badani usaha/perusahaani terdirii dari: 

(1) Perusahaani berbadani hukum. 

(2) Perusahaani bukani berbadani hukum. 

 
16 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 12-13. 
17 Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hlm. 33. 
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Perusahaani berbadani hukumi itui diaturi olehi Undang-undang,i adai hartai terpisah,i 

adai tanggungi jawabi yangi terbatas,i dani disertaii pengesahani darii Menterii Hukumi 

dani HAM.i Sedangkani Perusahaani yangi bukani berbadani hukumi itui diaturi dalami 

KUHD,i tidaki adai hartai terpisah,i adai tanggungi jawabi renteng,i dani tidaki disertaii 

pengesahani menterii hukumi dani HAM. 

Perusahaani yangi berbadani hukumi adai yangi dimilikii swasta,i yaitui Perseroani 

Terbatasi (PT)i dani koperasi,i adai pulai yangi dimilikii olehi negara,i yaitui Perusahaani 

Umumi (Perum)i dani Perusahaani Perseroani (Persero).i Perusahaani badani hukumi 

Perseroani Terbatasi (PT)i dani koperasii selalui berupai persekutuan,i sedangkani 

perusahaani bukani badani hukumi dapati berupai perusahaani perseorangani dani 

perusahaani persekutuani dani hanyai dimilikii olehi swasta.18 

Berdasari klasifikasii tersebuti dapati dikemukakani bahwai adai tigai jenisi perusahaan,i 

yaitu: 

(1) Perusahaani Perseorangan,i yaitui perusahaani swastai yangi didirikani dani dimilikii 

olehi pengusahai perseorangani yangi bukani berbadani hukum.i Iai dapati 

berbentuki perusahaani dagang,i perusahaani jasa,i dani perusahaani industri,i 

misalnyai Perusahaani Dagangi (PD). 

(2) Perusahaani persekutuani bukani berbadani hukum,i yaitui perusahaani swastai 

yangi didirikani dani dimilikii olehi beberapai orangi pengusahai secarai kerjasama,i 

misalnhyai Maatschap,i CV,i Firmai ataui persekutuani komanditer. 

(3) Perusahaani persekutuani berbadani hukum,i yaitui perusahaani swastai yangi 

berbentuki persekutuan,i yangi didirikani dani dimilikii olehi duai orangi ataui lebihi 

pengusahai yangi berhimpuni bersamai untuki melakukani kegiatani usahai ataui 

perusahaani yangi didirikani dani dimilikii olehi negara.i Bentuknyai dapati berupai 

koperasii ataui Perseroani Terbatasi untuki perusahaani yangi dimilikii olehi swastai 

ataui Perusahaani Umumi (Perum)i dani Perusahaani Perseroani (Persero)i untuki 

perusahaani yangi dimilikii olehi negara,i yaitui perusahaani yangi didirikani dani 

dimilikii olehi pengusahai swastai dani perusahaani negara. 

 

 

 
18 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 83. 
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2.1.4. Bentuk-bentuki Perusahaan 

Bentuk-bentuki perusahaani meliputii Perusahaani Perseorangan,i Persekutuani 

Perdata,i Firmai (Fa),i Commanditairei Vennotschapi (CV),i Perseroani Terbatas,i 

Perusahaani Perseroan,i dani Koperasi. 

a. Bentuki perusahaani darii jumlahi pemiliki dapati dikelompokkani sebagaii berikut: 

(1) Perusahaani Perseorangan,i misalnyai UDi dani PD. 

(2) Perusahaani Persekutuan,i misalnyai CV,i Firma,i Koperasi,i dani PT. 

(3) Perusahaani Kelompok,i misalnyai Holdingi Companyi dani Concern/Group. 

b. Bentuki perusahaani darii statusi pemiliki dapati dikelompokkani sebagaii berikut: 

(1) BUMN,i misalnyai Perumi dani Persero. 

(2) Swasta,i misalnyai PD,i UD,i CV,i Firma,i Koperasii dani PT. 

c. Bentuki perusahaani darii statusi badani usahai dapati dikelompokkani sebagaii 

berikut: 

(1) Badani Hukum,i misalnyai Perum,i Persero,i Koperasii dani PT. 

(2) Bukani Badani Hukum,i misalnyai PD,i UD,i CVi dani Firma. 

a. Perusahaani Perseorangan 

Perusahaani Perorangani yaitui perusahaani yangi dilakukani olehi satui orangi 

pengusaha,i misalnyai Perusahaani Dagangi (PD)i ataui Usahai Dagangi (UD),i Solei 

Tradersi (Inggris),i Solei Proprietorshipi (AS).i Perusahaani perseorangani dapati 

mempunyaii bentuki hukumi menuruti bidangi usahanya,i yaitui perusahaani industri,i 

perusahaani jasa,i dani perusahaani dagang. 

Perusahaani Dagangi merupakani salahi satui bentuki perusahaani perseorangani yangi 

didirikani dani dijalankani olehi satui orangi pengusaha,i tidaki adai pesertai laini dii 

sampingnya. 

Pendiriani Perusahaani Dagangi cukupi mengajukani permohonani izini usahai kepadai 

Kepalai Kantori Wilayahi Perdagangani setempati dani izini tempati usaha,i sertai 

mengajukani HOi (Hinderi Ordonantie)i kepadai Pemerintahi Daerahi setempat. 
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Kewajibani pengusahai Perusahaani Dagangi yaitui membuati catatani keuangani dani 

membayari pajaki (NPWP),i sertai restribusii sesuaii dengani peraturani perundang-

undangani yangi berlaku. 

b. Persekutuani Perdata 

Menuruti RT.i Sutandyai R.i Hadikusumai dani Sumantoroi (1991;i 13)i yangi dimaksudi 

dengani persekutuani perdatai adalahi suatui persekutuani yangi dibentuki atasi suatui 

perjanjian,i dii manai duai orangi ataui lebihi mengikatkani dirii untuki memasukkani 

sesuatui (inbreng)i kei dalami persekutuani dengani maksudi untuki membagii 

keuntungan. 

c. Firmai (Fa) 

Pembahasani tentangi Firmai diaturi dalami Pasali 16i –i Pasali 35i KUHD.i Dalami Pasali 

16i KUHDi dijelaskani bahwai persekutuani Firmai adalahi tiap-tiapi 

perserikatan/persekutuani perdatai yangi didirikani olehi duai orangi ataui lebihi untuki 

menjalankani suatui perusahaani dii bawahi satui namai bersama. 

Firmai merupakani pesekutuani perdatai khususi karenai memilikii 3i unsuri mutlaki 

yangi menjadii tambahani darii persekutuani perdata,i yaitui menjalankani perusahaani 

dengani namai bersamai (firma),i dani pertanggungjawabani sekutui bersifati pribadii 

untuki keseluruhani (Pasali 18i KUHD). 

Adapuni ciri-cirii Firmai adalahi sebagaii berikut: 

(1) Persekutuani perdata. 

(2) Untuki menjalankani suatui perusahaan. 

(3) Dengani mempergunakani dii bawahi satui namai bersama/Firma. 

(4) Setiapi sekutui secarai tanggung-menanggungi (tanggungi renteng)i bertang-

gungjawabi untuki seluruhnyai atasi segalai perjanjiani ataui perbuatani per-

sekutuan. 

(5) Biasanyai bergeraki dii bidangi profesi/konsultan. 

d. CVi (Commanditairei Vennotschap) 

CVi diaturi dalami Pasali 19i –i Pasali 21i KUHD,i dimanai didefinisikani sebagaii 

“Persekutuani dengani setorani uang,i dibentuki olehi satui ataui lebihi anggotai aktifi 
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yangi bertanggungjawabi secarai rentengi dii satui pihaki dengani satui ataui lebihi orangi 

laini sebagaii pelepasi uang”. 

Dalami hali inii dikenali 2i macami sekutu,i yaitu: 

(1) Sekutui Komanditer,i yaitui sekutui yangi hanyai memasukkani uang,i barangi ataui 

tenagai kei persekutuani sebagaii pemasukani (inbreng)i dani berhaki atasi 

keuntungani darii persekutuani tersebut.i Sekutui inii tidaki ikuti campuri dalami 

pengurusani persekutuan,i dani bertanggungjawabi sebatasi padai jumlahi 

pemasukani yangi telahi disanggupkani untuki disetor.i Sekutui komanditeri tidaki 

bolehi mencampurii tugasi sekutui komplementeri (dalami artii tidaki bolehi ikuti 

menjalankani kepengurusani CV).i Bilai larangani inii dilanggar,i makai 

tanggungjawabnyai menjadii samai dengani tanggungjawabi sekutui 

komplementer,i yaitui tanggungjawabi secarai pribadii untuki keseluruhan. 

(2) Sekutui Komplementer,i yaitui sekutui yangi dii sampingi memasukkani uang,i 

barangi ataui tenagai jugai menjadii pengurusi persekutuan,i sertai mewakilii 

perusahaani terhadapi pihaki III. 

Adapuni macam-macami CVi dapati dibagii menjadii tigai macam,i yaitu:i CVi diam-

diam,i yaitui belumi secarai terang-terangani menyatakani sebagaii CVi padai pihaki 

ketiga;i CVi terang-terangan,i yaitui secarai terang-terangani sudahi menyatakani 

sebagaii CVi padai pihaki ketiga;i dani CVi dengani saham,i yaitui CVi terang-terangani 

yangi modalnyai terdirii darii saham-saham. 

e. Perseroani Terbatas 

Perseroani Terbatasi (PT)i yaitui setiapi bentuki usahai yangi menjalankani jenisi usahai 

yangi bersifati tetapi dani terus-menerus,i dani didirikan,i bekerja,i sertai berkedudukani 

dalami wilayahi Negarai Indonesiai dengani tujuani mencarii keuntungan. 

UUi No.i 1i Tahuni 1995i digantii dengani UUi No.i 40i Tahuni 2007i menjelaskani bahwai 

PTi adalahi Badani Hukumi yangi didirikani merupakani persekutuani modal,i didirikani 

berdasarkani perjanjian,i melakukani kegiatani usahai dengani modali dasari yangi 

seluruhnyai terbagii dalami sahami dani memenuhii persyaratani yangi ditetapkani 

dalami Undang-undangi inii sertai peraturani pelaksanaannyai (Pasali 1i ayati (1)i UUPTi 

No.i 40/2007). 
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f. Koperasi 

Secarai umum,i Arifini Chaniagoi (1984:2)i menyatakani bahwai koperasii merupakani 

suatui perkumpulani yangi beranggotakani orang-orangi ataui badan-badani yangi 

memberikani kebebasani masuki dani keluari menjadii anggota,i dengani kerjai samai 

secarai kekeluargaani menjalankani usaha,i untuki mempertinggii kesejahteraani 

anggotanya. 

Koperasii diaturi dalami UUi No.i 25i Tahuni 1992i Tentangi Perkoperasiani sebagaii 

penggantii UUi No.i 12i Tahuni 1967.i Dalami Pasali 1i angkai 1i UUi Perkoperasiani 

dinyatakani bahwai yangi dimaksudi dengani koperasii adalahi badani usahai yangi 

beranggotakani orang-orangi ataui badani hukumi koperasii yangi melandaskani 

kegiatannyai berdasarkani prinsipi koperasii sekaligusi sebagaii gerakani ekonomii 

rakyati yangi berdasarkani atasi kekeluargaan. 

g. BUMNi  

UUi No.i 19i tahuni 2003i menjelaskani bahwai BUMNi adalahi badani usahai yangi 

seluruhi ataui sebagiani besari modalnyai dimilikii olehi negarai melaluii pe-i nyertaani 

langsungi yangi berasali darii kekayaani negarai yangi dipisahkani (APBN). 

Kriteriai BUMNi sebagaii penerimai kewenangani darii negarai yangi mempunyaii 

kekuasaani untuki menyelenggarakani kegiatani ekonomii dapati diverifikasii 

berdasarkani UUi No.i 19i Tahuni 2003i tentangi Badani Usahai Miliki Negarai yangi 

merupakani salahi satui pelakui kegiatani ekonomii dalami perekonomiani nasionali 

berdasarkani demokrasii ekonomi.i Kriteriai Badani Usahai Miliki Negarai adalahi 

badani usahai yangi seluruhi ataui sebagiani besari modalnyai dimilikii olehi negarai 

melaluii penyertaani secarai langsungi yangi berasali darii kekayaani negarai yangi 

dipisahkan. 

h. Perusahaani Umumi (Perum) 

Perumi adalahi BUMNi yangi seluruhi modalnyai dimilikii olehi negarai dani tidaki 

terbagii dalami sahami yangi tujuani utamanyai adalahi kemanfaatani umumi dengani 

penyediaani barangi dani jasai dengani prinsipi pengelolaani perusahaani yangi sehat. 

Perumi didirikani berdasarkani usulani menterii terkaiti dani berstatusi badani hukumi 

dengani Peraturani Pemerintah.i Menterii tidaki bertanggungi jawabi langsungi atasi 
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kerugiani Perum.i Tugasi Menterii menjalankani RUPS,i sementarai tugasi Dewani 

Pengawasi dipegangi Komisaris.i Dengani demikian,i organi Perumi terdirii darii 

Menteri,i Direksi,i dani Dewani Pengawas. 

i. Holdingi Company 

Holdingi companyi adalahi perusahaani yangi dimilikii olehi berbagaii jaringani 

perusahaan.i Motivasii Holdingi companyi adalahi melakukani konglomerasii 

penguasaani bisnisi darii hului kei hiliri untuki menghambati masuknyai pesaing.i 

Perusahaani jenisi inii adalahi badani hukum,i sehinggai adai hartai terbatas. 

2.2. Legalitasi Perusahaan 

Legalitasi suatui perusahaani ataui badani usahai merupakani unsuri yangi terpenting,i 

karenai legalitasi adalahi jatidirii yangmelegalkani ataui mengesahkani suatui badani 

usahai sehinggai diakuii olehi masyarakat.19 

Dii dalami duniai bisnis,i perizinan/legalitasi usahai memegangi peranani yangi sangati 

penting.i Duniai usahai tidaki akani berkembangi tanpai adanyai izini yangi jelasi 

menuruti hukum,i dani izini berfungsii karenai duniai usahai membutuhkannya.i Duniai 

usahai akani berkembangi bilai izini yangi diberikani mempunyaii satui kekuatani yangi 

pasti,i sehinggai perizinani dani duniai usahai dapati bekerjai dalami kondisii yangi 

nyaman.i 
20 

Dengani adanyai izini seseorang/badani usahai dapati mempunyaii serangkaiani haki 

dani kewajibani yangi membuatnyai dapati menikmatii dani mengambili manfaati untuki 

keuntungani usaha.i Sebagaii kompensansii atasi izini yangi diperolehi karenai 

kenikmatani bagii kenikmatani keuntungani usahanya,i kaumi usahawani akani 

dibebanii dengani seperangkati kewajibani sepertii pemenuhani persyaratani yangi 

harusi dipatuhii misalnyai persyaratani menyampaikani informasi,i persyaratani 

laporani tentangi kemajuani usahai dani lain-lain.21 

 

 

 
19 Zaeni Asyhadie, Op. Cit., hlm. 81. 
20 Nina Nurani, Hukum Bisnis (Suatu Pengantar), (Bandung: Insan Mandiri, 2008), hlm. 59. 
21 Ibid., hlm. 59. 
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2.2.1. Legalitasi Bentuki Usaha 

a. Aktai Pendiriani Perusahaan 

Aktai pendiriani perushaani merupakani aktai otentik,i yaitui salahi satui bentuki 

legalitasi perusahaani yangi dibuati dii hadapani Notaris,i pejabati umumi yangi diberii 

wewenangi untuki itui olehi undang-undang.i Aktai pendiriani tersebuti memuati 

anggarani dasari perusahaan,i yaitui seperangkati aturani yangi menjadii dasari 

berdirinyai organisasii dani bekerjanyai perusahaani menuruti hukum.22
i Aktai 

pendiriani perusahaani bukani badani hukumi tidaki perlui mendapati pengesahani darii 

Menterii Kehakiman,i cukupi didaftarkani padai Kepaniteraani i Pengadilani Negerii 

setempati selakui pengawasi yuridis.i Sedangkani aktai pendiriani perusahaani badani 

hukumi perlui mendapati pengesahani darii Menterii Kehakimani karenai pengesahani 

tersebuti merupakani pengawasani apakahi anggarani dasari sudahi sesuaii dengani 

hukum,i dani sekaligusi pengakuani sebagaii badani hukum.23 

Padai garisi besarnyai aktai pendiriani yangi memuati anggarani dasari itui secarai formali 

berisii ketentuani mengenaii judul,i nomor,i tempat,i harii dani tanggali pembuatani dani 

penandatanganani aktai pendirian.i Secarai materiali memuati tentangi pendiri/pihak-

pihaki pendiri,i identitasi perusahaan,i tujuani perusahaan,i strukturi organisasii 

perusahaan,i jangkai waktui berdirii perusahaan,i usahai perusahaan,i hubungani 

hukumi eksternali dani internali perushaan,i haki dani kewajibani pihaki ketiga,i dani carai 

penyelesaiani bilai terjadii sangketa.24 

b. Namai Perusahaan 

Namai perusahaani merupakani jatii dirii yangi dipakaii olehi perushaani untuki 

menjalankani usahanya.i Namai perusahaani melekati padai bentuki badani usahai ataui 

perusahaani tersebut,i dikenali olehi masyarakat,i dipribadikani sebagaii perusahaani 

tertentu,i dani dapati ditemukani secarai resmii dalami aktai pendiriani perusahaani dani 

surat-surati resmii perusahaan.i Namai perusahaani tidaki dapati dipisahkani darii 

perusahaani yangi bersangkutan.i Apabilai perusahaani bubar,i namanyai jugai akani 

 
22 Ibid., hlm. 60. 
23 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 330. 
24 Ibid., hlm. 330. 
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ikuti lenyap.i Jikai perusahaani dialihkani kepadai pihaki lain,i namanyai jugai akani ikuti 

beralih.25 

Namai perusahaai merupakani aseti yangi melambangkani kualitasi dani kemampuani 

perusahaan.i Olehi karenai itu,i namai perusahaani perlui sekalii dilindungii terutamai 

darii penyalahgunaani olehi pihaki laini yangi merugikan,i sepertii banyaki terjadii dalami 

persaingani usahai yangi bersifati melawani hukum.i Darii segii hukum,i namai 

perusahaani mempunyaii artii penting.i Dengani namai itui suatui perusahaani dapati 

melakukani hubungani hukumi dengani pihaki laini dani memenuhii segalai kewajibani 

hukumnya,i misalnyai memperolehi surati izini usaha,i melakukani pendaftarani 

perusahaan,i membayari pajak,i ataui membayari hutang.26 

c. Mereki Perusahaan 

Menuruti Pasali 1i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 15i Tahuni 2001i tentangi Merek,i 

mereki adalahi tandai yangi berupai gambar,i nama,i kata,i huruf,i angka-angka,i susunani 

warnai ataui kombinasii darii unsur-unsuri tersebuti yangi mempunyaii unsuri pembedai 

yangi dapati digunakani untuki usahai perdagangani barangi ataui jasa.i  

Dilarangi memakaii namai perusahaani yangi serupai ataui berasali darii mereki 

perusahaani ataui mereki dagangi orangi laini yangi sudahi adai terdahului walaupuni adai 

sedikiti perbedaan.i Hali inii dapati membingungkani masyarakti ataui merugikani 

perusahaani pemiliki merek.i  

2.2.2. Legalitasi Kegiatani Usaha 

Pelakui usahai yangi menjalankani kegiatani usahai wajibi memenuhii persyaratani 

legalitasi operasionali usaha.i Apabilai pelakui usahai yangi menjalankani usahanyai 

telahi memenuhii legalitasi operasionali makai usahai tersebuti dinyatakani sebagaii 

usahai yangi mempunyaii buktii legalitasi kegiatani usahai dani sahi dii matai hukum. 

Legalitasi kegiatani usahai terdirii darii Aktai Pendiriani Perusahaan,i Nomori Pokoki 

Wajibi Pajaki (NPWP),i Nomori Induki Berusahai (NIB),i Sertifikati Standari (SS),i dani 

Izini Usaha. 

 
25 Ibid., hlm. 331. 
26 Ibid., hlm. 331. 
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a. Aktai Pendiriani Perusahaan 

Aktai pendiriani perusahaani merupakani salahi satui dokumeni legalitasi yangi harusi 

adai saati awali membanguni usaha,i baiki itui usahai skalai besari maupuni skalai kecil.i 

Aktai pendiriani adalahi aktai yangi dibuati dii hadapani Notaris,i berisii keterangani 

mengenaii identitasi dani kesepakatani parai pihaki untuki mendirikani perusahaani 

besertai anggarani dasarnyai dani memaparkani mengenaii tujuani perusahaan. 

b. Nomori Pokoki Wajibi Pajaki (NPWP) 

Setiapi perusahaani ataui badani usahai yangi berdirii wajibi memilikii NPWPi agari 

usahai teesebuti terdaftari secarai resmii dalami sistemi perpajakani dii Indonesiai sertai 

dapati melaksanakani haki dani kewajibani pajaknyai secarai penuh. 

NPWPi badani usahai memilikii fungsi: 

(1) Menghindarkani perusahani darii sanksii pidana. 

(2) Menjadii alati ukuri pengenaani pajaki sesuaii dengani penghasilani perusahaan. 

(3) Menjadii salahi satui syarati wajibi ketikai ingini mengurusi restitusii pajaki karenai 

kelebihani membayari pajak. 

(4) Menjadii salahi satui syarati wajibi ketikai ingini mengajukani rekeningi koran.i 

Mejadii syarati buktii kelayakani taati pajaki ketikai ingini mengajukani krediti bank. 

c. Nomori Induki Berusahai (NIB) 

Nomori Induki Berusahai (NIB)i merupakani dokumeni legalitasi perusahaani yangi 

menyatakani bahwai usahai tersebuti telahi melakukani pendafarani kegiatani 

usahanya.i NIBi diterbitkani olehi pemerintahi melaluii lembagai Onlinei Singlei 

Submissioni (OSS)i setelahi pelakui usahai melakukani pendaftaran.i Setelahi Undang-

Undangi Ciptai Kerjai disahkan,i pelakui usahai tidaki perlui mengurusi Surati Izini 

Usahai Perdagangani (SIUP),i Tandai Daftari Perusahaani (TDP),i dani Surati 

Keterangani Usahai (SKU),i pelakui usahai hanyai perlui mengurusi NIBi yangi dapati 

diaksesi melaluii OSS. 
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d. Sertifikati Standari (SS) 

Dalami PPi Nomori 5i tahuni 2021i Tentangi Penyelenggaraani Perizinani Berbasisi 

Risiko,i menyebutkani bahwai pengertiani Sertfikati Standari adalahi pernyataani 

dan/ataui buktii pemenuhani standari pelaksanaani kegiatani usaha. 

Dengani katai laini sertifikati standari menjadii bentuki dokumeni legalitasi yangi 

diperlukani bagii pelakui usahai sebagaii bentuki komitmeni dalami melaksanakani 

kegiatani usahai sesuaii dengani standari pelaksanaani kegiatani usahai yangi ditetapkani 

olehi pemerintah.i Legalitasi usahai berbentuki Sertifikati Standari memilikii masai 

berlakui selamai 5i tahun. 

e. Izini Usaha 

Izini usahai adalahi izini yangi diterbitkani Lembagai OSSi untuki dani atasi namai 

menteri,i pimpinani lembaga,i gubernur,i ataui bupati/walii kotai setelahi pelakui usahai 

melakukani pendaftarani dani untuki memulaii usahai dan/ataui kegiatani sampaii 

sebelumi pelaksanaani komersiali ataui operasionali dengani memenuhii persyaratani 

dan/ataui komitmen. 

Izini usahai yangi diperolehi berupai surati izini usahai adalahi surati yangi dikeluarkani 

olehi Lembagai OSSi menunjukkani bahwai suatui usahai legali dijalankan.i Untuki 

menjamini kelancarani darii kegiatani usaha,i sepertii untuki meningkatkani kredibilitasi 

usaha,i memperluasi aksesi pengembangani usaha,i dani menambahi rasai percayai dirii 

ketikai memasarkani produki yangi dimiliki,i makai pelakui usahai perlui untuki 

memilikii izini usaha.i Legalitasi usahai berbentuki Izini Usahai memilikii masai berlakui 

selamai 5i tahun. 

2.2.3. Kategorii Bidangi Usaha 

Untuki mempermudahi pelakui usahai menentukani kategorii Bidangi Usahai yangi 

akani dikembangkani dii Indonesia,i pemerintahi melaluii Badani Pusati Statistiki (BPS)i 

menyusuni Klasifikasii Bakui Lapangani Usahai Indonesiai (KBLI)i sebagaii panduani 

penentuani jenisi kegiatani usaha/bisnis.i Acuani inii diperbaruii padai Septemberi 2020i 

sesuaii dengani Peraturani BPSi Nomori 2i Tahuni 2020i tentangi Klasifikasii Bakui 

Lapangani Usahai Indonesia,i dengani penambahani 216i kodei KBLIi 5i digiti darii 

KBLIi 2017,i sehinggai totali saati inii adai 1.790i kodei KBLI. 
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KBLIi adalahi pengklasifikasiani aktivitas/kegiatani ekonomii Indonesiai yangi 

menghasilkani produk/output,i baiki berupai barangi maupuni jasa,i berdasarkani 

lapangani usahai untuki memberikani keseragamani konsep,i definisi,i dani klasifikasii 

lapangani usahai dalami perkembangani dani pergeserani kegiatani ekonomii dii 

Indonesia. 

Kategorii bidangi usahai dikelompokkani sebagaii berikut: 

a. Pertanian,i Kehutanan,i dani Perikanan 

Kategorii inii mencakupi semuai kegiatani ekonomi/lapangani usaha,i yangi meliputii 

pertaniani tanamani pangan,i perkebunan,i hortikultura,i peternakan,i pemanenani hasili 

hutani sertai penangkapani dani budidayai ikan/biotai air.i Kategorii inii jugai mencakupi 

jasai penunjangi masing-masingi kegiatani ekonomii tersebut.  

b. Pertambangani dani Penggalian 

Kategorii inii mencakupi kegiatani ekonomi/lapangani usahai pengambilani minerali 

dalami bentuki alami,i yaitui padati (batui barai dani bijihi logam),i cairi (minyaki bumi)i 

ataui gasi (gasi alam).i Kegiatani inii dapati dilakukani dengani metodei yangi berbedai 

sepertii pertambangani dani penggaliani dii permukaani tanahi ataui dibawahi tanah,i 

pengoperasiani sumuri pertambangan,i penambangani dii dasari lauti dani lain-lain.i 

Kategorii inii jugai mencakupi kegiatani tambahani untuki penyiapani barangi tambangi 

dani galiani mentahi untuki dipasarkani sepertii pemecahan,i pengasahan,i 

pembersihan,i pengeringan,i sortasii bijihi logam,i pencairani gasi alami dani aglomerasii 

bahani bakari padat. 

c. Industrii Pengolahan 

Kategorii inii meliputii kegiatani ekonomi/lapangani usahai dii bidangi perubahani 

secarai kimiai ataui fisiki darii bahan,i unsuri ataui komponeni menjadii produki baru.i 

Bahani bakui industrii pengolahani berasali darii produki pertanian,i kehutanan,i 

perikanan,i pertambangani ataui penggaliani sepertii produki darii kegiatani industrii 

pengolahani lainnya.i Perubahan,i pembaharuani ataui rekonstruksii yangi pokoki darii 

barangi secarai umumi diperlakukani sebagaii industrii pengolahan.i Uniti industrii 

pengolahani digambarkani sebagaii pabrik,i mesini ataui peralatani yangi khususi 

digerakkani dengani mesini dani tangan.i Termasuki kategorii industrii pengolahani dii 
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sinii adalahi uniti yangi mengubahi bahani menjadii produki barui dengani menggunakani 

tangan,i kegiatani makloni ataui kegiatani penjualani produki yangi dibuati dii tempati 

yangi samai dii manai produki tersebuti dijuali dani uniti yangi melakukani pengolahani 

bahan-bahani darii pihaki laini atasi dasari kontrak. 

d. Pengadaani Listrik,i Gas,i Uap/Airi Panasi dani Udarai Dingin 

Kategorii inii mencakupi kegiatani ekonomi/lapangani usahai pengadaani tenagai 

listrik,i gasi alam,i uapi panas,i airi panasi dani sejenisnyai melaluii jaringan,i salurani 

ataui pipai infrastrukturi permanen.i Dimensii jaringan/infrastrukturi tidaki dapati 

ditentukani dengani pasti,i termasuki kegiatani pendistribusiani listrik,i gas,i uapi panasi 

dani airi panasi sertai sejenisnyai dalami lokasii pabriki ataui bangunani tempati tinggal.i 

Kategorii inii jugai mencakupi pengoperasiani mesini pembangkiti listriki dani gas,i 

yangi menghasilkan,i mengontroli dani menyalurkani tenagai listriki ataui gas.i Jugai 

mencakupi pengadaani uapi panasi dani udarai dingin/sistemi tatai udara.i Termasuki 

kegiatani produksii esi baiki untuki kebutuhani konsumsii maupuni kebutuhani lainnya.i 

Kategorii inii tidaki mencakupi pengoperasiani saranai airi bersihi dani pembuangani 

limbah/kotoran,i lihati golongani pokoki 36i dani 37.i Jugai tidaki mencakupi 

(khususnyai jaraki jauh)i angkutani gasi melaluii salurani pipa. 

e. Treatmenti Air,i Treatmenti Airi Limbah,i Treatmenti dani Pemulihani 

Materiali Sampah,i dani Aktivitasi Remediasi 

Kategorii inii mencakupi kegiatani ekonomi/lapangani usahai yangi berhubungani 

dengani treatmenti air.i Kategorii inii jugai mencakupi treatmenti berbagaii bentuki 

limbahi dani sampah,i sepertii limbahi dani sampahi padati ataui bukani yangi berasali 

darii rumahi tanggai dani industri,i yangi dapati mencemarii lingkungan.i Hasili darii 

prosesi pengolahani limbahi dani sampahi dapati dibuangi ataui menjadii inputi dalami 

prosesi produksii lainnya. 

f. Konstruksi 

Kategorii inii mencakupi kegiatani ekonomi/lapangani usahai dii bidangi konstruksi,i 

yaitui kegiatani konstruksii umumi dani konstruksii khususi pekerjaani bangunani 

gedungi dani bangunani sipil.i Kegiatani konstruksii mencakupi pekerjaani baru,i 

perbaikan,i penambahani dani perubahan,i pendiriani bangunani ataui strukturi 
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prafabrikasii dii lokasii proyeki dani jugai konstruksii yangi bersifati sementara.i 

Kegiatani konstruksii umumi berupai konstruksii bangunani hunian,i bangunani kantor,i 

pertokoan,i dani bangunani lainnya.i Sedangkani konstruksii bangunani sipili sepertii 

jalani kendaraani bermotor,i jalani raya,i jembatan,i terowongan,i jalani rel,i lapangani 

udara,i pelabuhani dani bangunani airi lainnya,i sistemi irigasi,i sistemi limbah,i fasilitasi 

industri,i jaringani pipai dani jaringani listrik,i fasilitasi olahraga,i dani lain-lain.i 

Kegiatani konstruksii khusus,i sepertii penyiapani lahan,i instalasii gedungi dani 

penyelesaiani gedungi dani lain-lain.i Pekerjaani konstruksii dapati dilakukani atasi 

namai sendirii ataui atasi dasari balasi jasa/kontrak.i Sebagiani pekerjaani dani 

dimungkinkani keseluruhani pekerjaani konstruksii dapati disubkontrakan.i Uniti yangi 

melakukani subkontraki kegiatani konstruksii diklasifikasikani dii sini.i Kategorii inii 

mencakupi jugai kegiatani perbaikani bangunani gedungi dani bangunani sipil.i 

Kategorii inii dibedakani menjadii konstruksii lengkapi bangunani gedungi (Golongani 

Pokoki 41),i konstruksii lengkapi bangunani sipili (Golongani Pokoki 42),i dani jugai 

kegiatani konstruksii khusus,i jikai hanyai melakukani sebagiani prosesi konstruksii 

(Golongani Pokoki 43).i Persewaani peralatani konstruksii dengani operatornyai 

diklasifikasikani sebagaii kegiatani konstruksii khususi (Golongani pokoki 43).i 

Kategorii inii jugai mencakupi pengembangani proyeki konstruksii untuki bangunani 

gedungi ataui bangunani sipili dengani menggabungkani semuai unsuri keuangan,i 

tekniki dani fisiki untuki mewujudkani proyeki konstruksii dengani tujuani untuki dijual.i 

Jikai proyeki konstruksii darii kegiatani tersebuti dilakukani tidaki untuki dijual,i tetapii 

untuki dioperasikani (yaitui ruangani dalami bangunani tersebuti disewakan,i kegiatani 

industrii pengolahani dalami pabrik),i makai diklasifikasikani sesuaii dengani kegiatani 

operasionalnya,i yaitui reali estati ataui industrii pengolahan. 

g. Perdagangani Besari dani Eceran;i Reparasii dani Perawatani Mobili dani 

Sepedai Motor 

Kategorii inii meliputii kegiatani ekonomi/lapangani usahai dii bidangi perdagangani 

besari dani ecerani (yaitui penjualani tanpai perubahani teknis)i darii berbagaii jenisi 

barang,i dani memberikani imbalani jasai yangi mengiringii penjualani barang-barangi 

tersebut.i Baiki penjualani secarai grosiri (perdagangani besar)i maupuni ecerani 

merupakani tahapi akhiri dalami pendistribusiani barangi dagangan.i Kategorii inii jugai 

mencakupi reparasii mobili dani sepedai motor.i Penjualani tanpai perubahani teknisi 
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jugai mengikutkani kegiatani yangi terkaiti dengani perdagangan,i sepertii penyortiran,i 

pemisahani kualitasi dani penyusunani barang,i pencampuran,i pembotolan,i 

pengepakan,i pembongkarani darii ukurani besari dani pengepakani ulangi menjadii 

ukurani yangi lebihi kecil,i penyimpanan,i baiki dengani pendingini maupuni tidak,i 

pembersihani dani pengeringani hasili pertanian,i pemotongani lembarani kayui ataui 

logam.i Perdagangani besari adalahi penjualani kembalii (tanpai perubahani teknis)i 

baiki barangi barui maupuni barangi bekasi kepadai pengecer,i industri,i komersial,i 

institusii ataui penggunai profesional,i ataui kepadai pedagangi besari lainnya,i ataui 

yangi bertindaki sebagaii ageni ataui brokeri dalami pembeliani ataui penjualani barang,i 

baiki perorangani maupuni perusahaan.i Bentuki utamai kegiatani inii mencakupi 

pedagangi ataui saudagari perdagangani besar,i yaitui pedagangi perdagangani besari 

yangi mendapatkani haki atasi barang-barangi yangi dijualnya,i sepertii pedagangi 

grosir,i pemborong,i distributor,i eksportir,i importir,i asosiasii koperasi,i kantori 

penjualani dani kantori cabangi penjualani (tetapii bukani tokoi pengecer)i yangi dikelolai 

olehi unit-uniti perusahaani industrii maupuni pertambangan,i terpisahi darii lokasii 

industrii ataui penambangani dengani tujuani untuki memasarkani hasil,i dengani 

demikiani tidaki hanyai menerimai pesanani yangi harusi dipenuhii melaluii pengapalani 

langsungi darii lokasii industrii maupuni penambangan.i Termasuki jugai brokeri barangi 

dagangan,i pedagangi komisii dani ageni sertai pedagangi pengumpul,i pembelii dani 

asosiasii koperasii yangi diikutsertakani dalami pemasarani hasil-hasili pertanian.i 

Pedagangi besari seringkalii secarai fisiki mengumpulkan,i menyortiri dani 

memisahkani kualitasi barangi dalami ukurani besar,i membongkari darii ukurani besari 

dani mengepaki ulangi menjadii ukurani yangi lebihi kecil,i misalnyai produki farmasi;i 

menyimpan,i mendinginkan,i mengantari dani memasangi barang-barang,i terlibati 

dalami promosii penjualani untuki pelanggannyai dani perancangani label.i 

Perdagangani ecerani adalahi penjualani kembalii (tanpai perubahani teknis),i baiki 

barangi barui maupuni bekas,i utamanyai kepadai masyarakati umumi untuki konsumsii 

ataui penggunaani perorangani maupuni rumahi tangga,i melaluii toko,i departementi 

store,i kios,i mail-orderi houses,i penjuali darii pintui kei pintu,i pedagangi keliling,i 

koperasii konsumsi,i rumahi pelelangan,i dani lain-lain.i Padai umumnyai pedagangi 

pengeceri memperolehi haki atasi barang-barangi yangi dijualnya,i tetapii beberapai 
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pedagangi pengeceri bertindaki sebagaii agen,i dani menjuali atasi dasari konsinyasii 

ataui komisi. 

h. Pengangkutani dani Pergudangan 

Kategorii inii mencakupi penyediaani angkutani penumpangi ataui barang,i baiki yangi 

berjadwali maupuni tidak,i dengani menggunakani jalani rel,i salurani pipa,i darat,i 

perairani ataui udarai dani kegiatani yangi berhubungani dengani itui sepertii fasilitasi 

terminali dani parkir,i penanganani kargo/bongkari muati barang,i pergudangani dani 

lain-lain.i Termasuki dalami kategorii inii penyewaani alati angkutani dengani 

pengemudii ataui operator,i jugai kegiatani posi dani kurir.i Kategorii inii tidaki 

mencakupi pemeliharaani dani perbaikani kendaraani bermotori dani alati angkutani 

lainnyai (lihati subgolongani 4520i dani 3315),i konstruksi,i pemeliharaani dani 

perbaikani jalan,i rel,i pelabuhan,i lapangani udarai (lihati subgolongani 4210i dani 

4291),i sertai penyewaani alati angkutani tanpai pengemudii ataui operatori (lihati 

subgolongani 7710i dani 7731). 

i. Penyediaani Akomodasii dani Penyediaani Makani Minum 

Kategorii inii mencakupi penyediaani akomodasii penginapani jangkai pendeki untuki 

pengunjungi dani pelancongi sertai penyediaani makanani dani minumani untuki 

konsumsii segera.i Jumlahi dani jenisi layanani tambahani yangi disediakani dalami 

kategorii inii sangati bervariasi.i Tidaki termasuki penyediaani akomodasii jangkai 

panjangi sepertii tempati tinggali utama,i penyiapani makanani ataui minumani bukani 

untuki dikonsumsii segerai ataui yangi dijuali melaluii kegiatani perdagangani besari dani 

eceran. 

j. Informasii dani Komunikasi 

Kategorii inii mencakupi produksii dani distribusii informasii dani produki kebudayaan,i 

penyediaani saranai untuki mengirimkani ataui mendistribusikani produk-produki 

tersebut,i dani jugai datai ataui kegiatani komunikasi,i teknologii informasii dani 

pengolahani datai sertai kegiatani jasai informasii lainnya.i Komponeni utamai darii 

kategorii inii adalahi kegiatani penerbitani (golongani pokoki 58),i termasuki penerbitani 

perangkati lunaki (software),i filmi dani kegiatani perekamani suarai (golongani pokoki 

59),i kegiatani pemrogramani dani penyiarani radioi dani TVi (golongani pokoki 60),i 
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kegiatani telekomunikasii (golongani pokoki 61)i dani kegiatani teknologii informasii 

(golongani pokoki 62)i dani kegiatani jasai informasii lainnyai (golongani pokoki 63).i 

Penerbitani termasuki perolehani haki ciptai untuki isii (produki informasi)i dani 

membuati isii inii tersediai untuki masyarakati umumi melaluii kegiatani reproduksii dani 

distribusii isii inii dalami berbagaii bentuk.i Semuai bentuki yangi mungkini darii 

penerbitani (dalami bentuki cetak,i elektroniki ataui audio;i pemasangani dii internet;i 

sebagaii produki multimediai sepertii CD-ROMi darii bukui referensi;i dani lain-lain)i 

termasuki dalami kategorii ini.i Kegiatani yangi berkaitani dengani produksii dani 

distribusii pemrogramani TVi meliputii golongani pokoki 59,i 60i dani 61,i yangi 

mencerminkani berbagaii tahapi dalami prosesi ini.i Komponeni individu,i sepertii film,i 

filmi berserii dii televisi,i dani lain-laini diproduksii olehi kegiatani dii golongani pokoki 

59,i sementarai penciptaani programi salurani televisii lengkap,i darii komponeni yangi 

diproduksii dii golongani pokoki 59i ataui komponeni lainnyai (sepertii pemrogramani 

beritai secarai langsung/live)i termasuki dalami golongani pokoki 60i .i Golongani pokoki 

60i jugai mencakupi penyiarani programi inii olehi produser.i Pendistribusiani programi 

televisii lengkapi olehi pihaki ketigai (tanpai perubahani isi)i termasuki dalami golongani 

pokoki 61.i Pendistribusiani dalami golongani pokoki 61i inii dapati dilakukani melaluii 

penyiaran,i sistemi sateliti ataui kabel. 

k. Aktivitasi Keuangani dani Asuransi 

Kategorii inii mencakupi aktivitasi keuangan,i termasuki asuransi,i reasuransii dani 

kegiatani danai pensiuni dani jasai penunjangi keuangan.i Kategorii inii jugai mencakupi 

kegiatani darii pemegangi aset,i sepertii kegiatani perusahaani holdingi dani kegiatani 

darii lembagai penjaminani ataui pendanaani dani lembagai keuangani sejenis. 

l. Reali Estat 

Kategorii inii mencakupi kegiatani orangi yangi menyewakan,i ageni dani ataui 

broker/perantarai dalami penjualani ataui pembeliani reali estat,i penyewaani reali estati 

dani penyediaani jasai reali estati lainnya,i sepertii jasai penaksiri reali estati ataui 

bertindaki sebagaii ageni pemegangi wasiati reali estat.i Kegiatani dalami kategorii inii 

bisai dilakukani atasi miliki sendirii ataui miliki orangi laini yangi disewai dani bisai 

dilakukani atasi dasari balasi jasai ataui kontrak.i Termasuki kegiatani pembangunani 

gedung,i yangi disatukani dengani pemeliharaani ataui penyewaani bangunani tersebut.i 
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Kategorii inii mencakupi pengelolai bangunani reali estat.i Reali estati adalahi propertii 

berupai tanahi dani bangunan. 

m. Aktivitasi Profesional,i Ilmiahi dani Teknis 

Kategorii inii mencakupi khususnyai kegiatani profesional,i ilmui pengetahuani dani 

teknik,i kegiatani inii membutuhkani suatui tingkati pelatihani yangi tinggii dani 

menghasilkani ilmui pengetahuani dani ketrampilani khususi yangi tersediai untuki 

pengguna. 

n. Aktivitasi Penyewaani dani Sewai Gunai Usahai Tanpai Haki Opsi,i 

Ketenagakerjaan,i Ageni Perjalanani dani Penunjangi Usahai Lainnya 

Kategorii inii mencakupi berbagaii macami kegiatani yangi mendukungi operasionali 

usahai ataui bisnisi secarai umum.i Kegiatani inii berbedai darii kegiatani yangi termasuki 

dalami kategorii M,i karenai tujuani utamanyai bukanlahi transferi ilmui pengetahuani 

khusus. 

o. Administrasii Pemerintahan,i Pertahanani dani Jaminani Sosiali Wajib 

Kategorii inii mencakupi kegiatani yangi sifatnyai pemerintahan,i yangi umumnyai 

dilakukani olehi administrasii pemerintahan.i Kategorii inii jugai mencakupi 

perundang-undangani dani penerjemahani hukumi yangi berkaitani dengani pengadilani 

dani menuruti peraturannya,i sepertii halnyai administrasii programi berdasarkani 

peraturani perundangan-undangan,i kegiatani legislatif,i perpajakan,i pertahanani 

negara,i keamanani dani keselatani negara,i pelayanani imigrasi,i hubungani luari negerii 

dani administrasii programi pemerintah.i Kategorii inii jugai mencakupi kegiatani 

jaminani sosiali wajib.i Statusi hukumi ataui institusii bukanlah,i (termasuki 

didalamnya)i faktori penentui bagii suatui kegiatani termasuki kategorii inii darii padai 

kegiatani yangi sudahi disebutkani sebelumnya.i Hali inii dimaksudkani bahwai 

kegiatani yangi diklasifikasikani dii tempati laini dalami KBLIi tidaki termasuki padai 

kategorii ini,i meskipuni jugai dilakukani olehi Badani pemerintahan.i Sebagaii contoh,i 

administrasii sistemi sekolahi (peraturan,i pemeriksaan,i dani kurikulum)i termasuki 

padai kategorii ini,i tetapii pengajarani itui sendirii tidaki (kategorii P),i dani rumahi sakiti 

penjarai ataui militeri diklasifikasikani padai kategorii kesehatani (Q).i Demikiani pula,i 
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beberapai kegiatani yangi disebutkani padai kategorii inii mungkini sajai dilakukani olehi 

selaini badani pemerintah. 

p. Pendidikan 

Kategorii inii mencakupi kegiatani pendidikani padai berbagaii tingkatani dani untuki 

berbagaii pekerjaan,i baiki secarai lisani ataui tertulisi sepertii halnyai dengani berbagaii 

carai komunikasi.i Kategorii inii jugai mencakupi pendidikani yangi diselenggarakani 

olehi institusii yangi berbedai dalami sistemi sekolahi umumi padai tingkati yangi 

berbeda-bedai sepertii halnyai pendidikani untuki usiai dewasa,i programi literasii dani 

lain-lain.i Jugai mencakupi akademii dani sekolahi militer,i sekolahi penjara,i lembagai 

pemasyarakatani dani lain-laini sesuaii dengani tingkatani masing-masing.i Untuki 

setiapi tingkati pendidikani pertama,i kelompoki inii mencakupi pendidikani khususi 

dani layanani khususi termasuki siswai cacati baiki mentali ataui fisik.i Kategorii inii 

mencakupi pendidikani negerii dani swastai jugai mencakupi pengajarani yangi 

terutamai mengenaii kegiatani olahragai dani hiburani dani kegiatani penunjangi 

pendidikan.i Pendidikani dapati disediakani dalami ruangan,i melaluii penyiarani radioi 

dani televisi,i interneti dani surati menyurat. 

q. Aktivitasi Kesehatani Manusiai dani Aktivitasi Sosial 

Kategorii inii mencakupi kegiatani penyediaani jasai kesehatani dani aktivitasi sosial.i 

Kegiatani yangi termasuki dalami kategorii inii cukupi luasi cakupannya,i dimulaii darii 

pelayanani kesehatani yangi diberikani olehi tenagai profesionali terlatihi dii rumahi 

sakiti dani fasilitasi kesehatani lain,i hinggai kegiatani perawatani dii rumahi yangi 

melibatkani tingkatani kegiatani pelayanani kesehatani dani kegiatani sosiali yangi tidaki 

melibatkani tenagai kesehatani profesional. 

r. Kesenian,i Hiburani dani Rekreasi 

Kategorii inii mencakupi kegiatani yangi cukupi luasi untuki memenuhii kebutuhani 

kesenian/kebudayaan,i hiburani dani rekreasii masyarakati umum,i termasuki 

pertunjukani langsung,i pengoperasiani tempati bersejarah,i tempati perjudian,i 

olahragai dani rekreasi. 
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s. Aktivitasi Jasai Lainnya 

Kategorii inii mencakupi kegiatani darii keanggotaani organisasi,i reparasii komputeri 

dani barang-barangi rumahi tanggai dani barangi pribadi,i berbagaii kegiatani jasai 

perorangani yangi tidaki dicakupi dii tempati laini dalami klasifikasii ini. 

t. Aktivitasi Rumahi Tanggai Sebagaii Pemberii Kerja;i Aktivitasi Yangi 

Menghasilkani Barangi dani Jasai Olehi Rumahi Tanggai yangi Digunakani 

untuki Memenuhii Kebutuhani Sendiri 

Kategorii inii mencakupi kegiatani rumahi tanggai sebagaii pemberii kerjai dani kegiatani 

yangi menghasilkani barangi dani jasai olehi rumahi tanggai yangi digunakani untuki 

memenuhii kebutuhani sendiri. 

u. Aktivitasi Badani Internasionali dani Badani Ekstrai Internasionali Lainnya 

Kategorii inii mencakupi kegiatani Badani Internasional,i sepertii Perserikatani Bangsa-

Bangsai dani perwakilani Perserikatani Bangsa-Bangsa,i Badani Regionali dani lain-

lain,i termasuki Thei Internationali Monetaryi Fund,i Thei Worldi Bank,i Thei Worldi 

Customsi Organizationi (WHO),i thei Organizationi fori Economici Co-operationi andi 

Developmenti (OECD),i thei Organizationi ofi Petroleumi Exportingi Countriesi 

(OPEC),i thei Europeani Communities,i thei Europeani Freei Tradei Associationi dani 

lain-lain.i Kategorii inii mencakupi kegiatani perwakilani diplomatiki dani konsulati 

(Kedutaani Besar)i yangi ditentukani olehi negarai dimanai beradai daripadai negarai 

yangi diwakilinya. 

2.3. Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko 

2.3.1. Pengertiani Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko 

Perizinani Berusahai Berbasisi Risikoi merupakani legalitasi yangi diberikani kepadai 

pelakui usahai untuki memulaii dani menjalankani usahai dan/ataui kegiatani 

berdasarkani tingkati risikoi darii kegiatani usahai yangi dijalankan. 

Dalami Pasali 3i PPi Nomori 5i Tahuni 2021i Tentangi Penyelenggaraani Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risiko,i penyelenggaraani perizinani berusahai berbasisi risikoi 

merupakani salahi satui upayai pemerintahi dalami rangkai peningkatani ekosistemi 

investasii dani kegiatani berusaha,i melalui: 
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a. Pelaksanaani penerbitani perizinani berusahai secarai lebihi efektifi dani sederhana;i 

dan 

b. Pengawasani kegiatani usahai yangi transparan,i terstruktur,i dani dapati 

dipertanggungjawabkani sesuaii dengani ketentuani peraturani perundang-

undangan. 

Atasi dasari hali tersebut,i kinii pelakui usahai yangi hendaki memulaii dani melakukani 

kegiatani usahai wajibi memenuhii persyaratani dasari perizinani berusaha,i yangi 

meliputii kesesuaiani kegiatani pemanfaatani ruang,i persetujuani lingkungan,i 

persetujuani bangunani gedung,i dani sertifikati laiki fungsi,i dan/ataui perizinani 

berusahai berbasisi risiko. 

Perizinani berbasisi risikoi mengubahi konsepi perizinani dimanai yangi sebelumnyai 

persyaratani perizinani harusi dipenuhii terlebihi dahului kinii disederhanakani dengani 

sistemi verifikasi.i Setelahi pelakui usahai melakukani kegiatani usahai sesuaii dengani 

standari yangi telahi ditetapkani makai Pemerintahi sebagaii otoritasi akani melakukani 

verifikasii atasi pemenuhani standari tersebut. 

2.3.2. Analisisi Risikoi Dalami Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko 

Sebagaimanai dalami Pasali 7i PPi Nomori 5i Tahuni 2021i Tentangi Penyelenggaraani 

Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko,i perizinani berusahai berbasisi risikoi dilakukani 

berdasarkani penetapani tingkati risikoi dani peringkati skalai kegiatani usahai yangi 

meliputii Usahai Mikroi kecili (UMK)i dani Noni UMK. 

Penetapani tingkati risikoi kegiatani usahai dilakukani berdasarkani hasili analisisi 

risiko.i Tingkati risikoi akani menentukani jenisi perizinani berusahai yangi harusi 

dipenuhii pelakui usaha. 

Sesuaii dengani PPi Nomori 5i Tahuni 2021,i makai pelaksanaani perizinani berusahai dii 

Lembagai OSSi Berbasisi Risikoi dilakukani berdasarkani penilaiani analisisi risikoi 

padai kegiatani usaha,i seperti: 

a. Pengidentifikasiani Kegiatani Usaha 

Pengidentifikasiani kegiatani usahai mengacui padai deskripsii bidangi usahai 

berdasarkani Kodei Klasifikasii Bakui Lapangani Usahai Indonesiai (KBLI). 
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b. Penentuani dani Penilaiani Risiko 

Penetuani dani penilaiani risikoi meliputi: 

(1) Penentuani dani penilaiani bahaya. 

Penilaiani tingkati bahayai dilakukani terhadapi aspeki kesehatan,i keselamatan,i 

lingkungan,i dan/ataui pemanfaatani dani pengelolaani sumberi dayai dengani 

memperhitungkani jenis,i kriteria,i dani lokasii kegiatani usahai sertai keterbatasani 

sumberi daya,i dan/ataui risikoi volatilitas. 

(2) Penilaiani potensii terjadinyai bahaya. 

Penilaiani inii terdirii darii hampiri tidaki mungkini terjadi;i kemungkinani kecili terjadi;i 

kemungkinani terjadi;i ataui hampiri pastii terjadi. 

(3) Penetapani tingkati risikoi dani peringkati skalai usaha. 

Penetapani inii diperolehi berdasarkani penilaiani tingkati bahayai dani potensii 

terjadinyai bahaya. 

c. Pelaksanaani Analisisi Risikoi dani Penetapani Jenisi Perizinani Usaha 

Darii hasili analisisi risiko,i makai akani didapatkani tingkati risikoi kegiatani usahai 

untuki setiapi bidangi usahai berdarkani KBLIi 5i digiti yangi menentukani jenisi 

Perizinani Berusahai untuki setiapi kegiatani usahai yangi terbagii menjadii kegiatani 

usahai risikoi rendah,i menengah,i dani tinggi. 

Berdasarkani penilaiani analisisi risikoi padai kegiatani usahai makai tingkati risikoi 

akani terbagii menjadii sebagaii berikut: 

(1) Kegiatani usahai dengani tingkati risikoi rendah; 

(2) Kegiatani usahai dengani tingkati risikoi menengahi rendah; 

(3) Kegiatani usahai dengani tingkati risikoi menengahi tinggi;i dan 

(4) Kegiatani usahai dengani tingkati risikoi tinggi. 

Dalami OSSi Berbasisi Risiko,i padai usahai dalami kategorii tingkati risikoi rendahi 

pelakui usahai hanyai mengantongii Nomori Induki Berusahai (NIB),i padai usahai 

dengani tingkati risikoi menengah,i yaitui menengahi rendahi dani risikoi menengahi 

tinggii selaini NIBi pelakui usahai harusi mengantongii Sertifikati Standar,i dani padai 



33 

 

tingkati risikoi tinggii pelakui usahai harusi mengantongii Izini Usaha,i selaini NIBi dani 

Sertifikati Standar. 

2.2.3. Sistemi Perizinani Berusahai Terintegrasii Secarai Elektroniki ataui 

Onlinei Singlei Submissioni (OSS) 

Sebagaimanai dimaksudi padai Pasali 1i Peraturani Badani Koordinasii Penanamani 

Modali Republiki Indonesiai Nomori 3i Tahuni 2021i Tentangi Sistemi Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risikoi Terintegrasii Secarai Elektronik,i Sistemi Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risikoi Terintegrasii Secarai Elektroniki (Onlinei Singlei 

Submission)i yangi selanjutnyai disebuti Sistemi OSSi adalahi sistemi elektroniki 

terintegrasii yangi dikelolai dani diselenggarakani olehi Lembagai OSSi untuki 

penyelenggaraani Perizinani Berusahai Berbasisi Risiko.i Dengani adanyai OSSi 

diharapkani pengurusani perizinani berusahai berbasisi risikoi dapati dilaksanakani 

dengani lebihi efektifi dani efisieni sertai memberikani kemudahani terkaiti 

penyelenggaraani perizinani berusahai berbasisi risiko. 

Lembagai OSSi sendirii merupakani lembagai pemerintahi yangi menyelenggarakani 

urusani pemerintahi dii bidangi koordinasii penanamani modal.i Sistemi OSSi terdirii 

darii 3i (tiga)i subsistemi yaitui subsistemi pelayanani informasi,i subsistemi perizinani 

berusaha,i dani subsistemi pengawasan. 

2.4. Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengahi (UMKM) 

2.4.1. Pengertiani Usahai Mikro,i Kecil,i Menengahi (UMKM) 

Menuruti Rudjito,i pengertiani UMKMi adalahi usahai yangi memilikii peranani pentingi 

dalami perekonomiani negarai Indonesia,i baiki darii sisii lapangani kerjai yangi terciptai 

maupuni darii sisii jumlahi usahanya.27 

Pengertiani UMKMi berdasarkani Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2008,i UMKMi 

dijelaskani menjadii 3i pengertian: 

 

 
27 Novi Hardita Larasati, “Pengertian UMKM Menurut Para Ahli dan Undang-Undang yang Harus 

Dipahami sebagai Pebisnis”. Diakses melalui https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-

menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html, 

Pada tanggal 6 Juni 2023, Pukul 08:16 WIB. 
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a. Usahai Mikro 

Usahai Mikroi adalahi usahai produktifi miliki orangi perorangani dan/ataui badani 

usahai perorangani yangi memenuhii kriteriai Usahai Mikroi sebagimanai diaturi dalami 

Peraturani Pemerintah.i  

b. Usahai Kecil 

Usahai Kecili adalahi usahai ekonomii produktifi yangi berdirii sendiri,i yangi dilakukani 

olehi perorangani ataui badani usahai yangi bukani merupakani anaki perusahaani ataui 

bukani cabangi perusahaani yangi dimiliki,i dikuasai,i ataui menjadii bagiani baiki 

langsungi maupuni tidaki langsungi darii Usahai Menengahi ataui usahai besari yangi 

memenuhii kriteriai Usahai Kecili sebagaimanai dimaksudi dalami Peraturani 

Pemerintah. 

c. Usahai Menengah 

Usahai Menengahi adalahi usahai ekonomii produktifi yangi berdirii sendiri,i yangi 

dilakukani olehi orangi perorangani ataui badani usahai yangi bukani merupakani anaki 

perusahaani ataui cabangi perusahaani yangi dimiliki,i dikuasai,i ataui menjadii bagiani 

baiki langsungi maupuni tidaki langsungi dengani Usahai Kecili ataui usahai besari yangi 

memenuhii kriteriai Usahai Menengahi sebagaimanai diaturi dalami Peraturani 

Pemerintah. 

Melaluii Kementeriani Koperasii Dani Usahai Kecili Dani Menengahi 

(KemenkopUKM),i pemerintahi mengeluarkani aturani terbarui yangi memudahkani 

Usahai Mikroi dani Kecili memperolehi izini usaha,i yaitui Peraturani Menterii Koperasii 

Dani Usahai Kecili Dani Menengahi Nomori 2i Tahuni 2019i tentangi Perizinani 

Berusahai Terintegrasii Secarai Elektroniki Bagii Usahai Mikro-Kecili selanjutnyai 

disingkati dengani PermenkopUKMi 2/2019.i Aturani inii merupakani turunani darii 

Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggarani Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risiko.i Lahirnyai keduai aturani terbarui inii semakini 

menyederhanakani proseduri pengajuani Izini Usahai Mikroi dani Kecili sehinggai 

pelakui usahai Mikroi dani Kecili dapati segerai melengkapii dokumeni legalitasi yangi 

diperlukan. 
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2.4.2. Kriteriai Usahai Mikro,i Kecil,i Menengah 

Pemerintahi menerbitkani Peraturani Pemerintahi Republiki Indonesiai Nomori 7i 

Tahuni 2021i tentangi Kemudahan,i Perlindungan,i dani Pemberdayaani Koperasii dani 

Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengah.i Kriteriai Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengahi 

diaturi dii dalami Babi III.i Didalami Peraturani Pemerintahi tersebuti kriteriai yangi 

tercantumi dalami Pasali 35i yaitu: 

Pasali 35i Ayati (1)i menyatakan:i Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengahi 

dikelompokkani berdasarkani kriteriai modali usahai ataui hasili penjualani tahunan. 

Pasali 35i Ayati (2)i menyatakan:i Kriteriai modali usahai sebagaimanai dimaksudi padai 

ayati (1)i digunakani untuki pendiriani ataui pendaftarani kegiatani usaha. 

Pasali 35i Ayati (3)i menyatakan:i Kriteriai modali usahai padai ayati (2)i terdirii atas: 

a. Usahai Mikroi memilikii modali usahai sampaii dengani palingi banyaki 

Rp1.000.000.000,00i (satui miliari rupiah)i tidaki termasuki tanahi dani bangunani 

tempati usaha; 

b. Usahai kecili memilikii modali usahai lebihi darii Rp1.000.000.000,00i (satui miliari 

rupiah)i sampaii dengani palingi banyaki Rp5000.000.000,00i (limai miliari rupiah)i 

tidaki termasuki tanahi dani bangunani tempati usaha;i dan 

c. Usahai menengahi memilikii modali usahai lebihi darii Rp5000.000.000,00i (limai 

miliari rupiah)i sampaii dengani palingi banyaki Rp10.000.000.000,00i (sepuluhi 

miliari rupiah)i tidaki termasuki tanahi dani bangunani tempati usaha. 

Pasali 35i Ayati (4)i menyatakan:i Untuki pemmberiani kemudahan,i perlindungan,i dani 

pemberdayaani Usahai Mikro,i Kecil,i dani Menengahi selaini kriteriai modali usahai 

sebagaimanai dimaksudi padai ayati (2)i digunakani kriteriai hasili penjualani tahunan. 

Pasali 35i Ayati (5)i menyatakan:i Kriteriai hasili penjualani tahunani sebagimanai 

dimaksudi padai ayati (4)i terdirii atas: 

a. Usahai Mikroi memilikii hasili penjualani tahunani sampaii dengani palingi banyaki 

Rp2.000.000.000,00i (duai miliari rupiah); 
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b. Usahai Kecili memilikii hasili penjualani tahunani lebihi darii Rp2.000.000.000,00i 

(duai miliari rupiah)i sampaii dengani palingi banyaki Rp15.000.000.000,00i (limai 

belasi miliari rupiah);i dan 

c. Usahai Menengahi memilikii hasili penjualani tahunani lebihi darii 

Rp15.000.000.000,00i (limai belasi miliari rupiah)i sampaii dengani palingi banyaki 

Rp50.000.000.000,00i (limai puluhi miliari rupiah). 

Pasali 35i Ayati (6)i menyatakan:i Dalami hali pelakui usahai telahi melaksanakani 

kegiatani usahai sebelumi Peraturani Pemerintahi inii mulaii berlaku,i pemberiani 

kemudahan,i pelindungan,i dani pemberdayaani diberikani kepadai Usahai Mikro,i 

Kecil,i dani Menengahi yangi memenuhii kriteriai hasili penjualani tahunani 

sebagaimanai dimaksudi padai ayati (5). 

Pasali 35i Ayati (7)i menyatakan:i Nilaii nominali kriteriai sebagaimanai dimaksudi padai 

ayati (3)i dani ayati (5)i dapati diubahi sesuaii dengani perkembangani perekonomian. 
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2.5. Kerangkai Pikir 
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Keterangan: 

Peraturani Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i Tentangi Penyelenggaraani Perizinani 

Berusahai Berbasisi Risikoi merupakani aturani dasari mengenaii penyelenggaraani 

perizinani berusahai berbasisi risikoi dii Indonesia.i Aturani inii bertujuani untuki 

menyederhanakani prosesi perizinani dengani mempertimbangkani risikoi padai usahai 

tertentu.i Prinsipnyai adalahi memberikani perizinani yangi proporsionali dani 

berdasarkani tingkati risikoi usahai yangi dii jalankan. 

 

Penyelenggaraani perizinani berusahai berbasisi risikoi melaluii sistemi Onlinei Singlei 

Submissioni (OSS)i diharapkani memudahkani perizinani dani regulasii usahai dani 

pelakui usahai dapati mengurusi berbagaii jenisi legalitasi usaha.i Legalitasi usahai dapati 

diperolehi melaluii sistemi OSSi dengani mengikutii prosesi pengajuani izini dii OSSi 
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sesuaii dengani ketentuani yangi berlakui dani mengikutii berbagaii macami tatai carai 

pengurusani legalitasi usaha. 

Dinasi Penanamani Modali dani Pelayanani Terpadui Satui Pintui Kabupateni Lampungi 

Utarai yangi selanjutnyai disingkati (DPM-PTSP)i memilikii kewenangani dalami 

pengawasani dani memberikani kemudahani kepadai pelakui UMKMi dalami 

pelaksanaani legalisasii UMKMi melaluii sistemi OSS.i DPM-PTSPi akani melakukani 

pemantauani kegiatani usahai untuki memastikani kepatuhani terhadapi regulasii yangi 

berlaku. 

UMKMi Lampungi Utarai merupakani pelakui usahai yangi menjalankani usahanyai 

dani membutuhkani legalitasi usahai untuki menunjangi perkembangani usaha.i 

UMKMi yangi memilikii legalitasi usahai dapati beroperasii secarai sahi dani 

mendapatkani perlindungani hukum.i Melaksanakani semuai persyaratani hukumi 

yangi relevani adalahi hali yangi pentingi agari sebuahi usahai dapati beroperasii secarai 

legali dani terhindari darii konsekuensii hukumi yangi merugikan. 

Dalami pelaksanaani legalisasii usahai bagii UMKMi tentunyai terdapati syarati dani 

proseduri yangi jugai memuati haki dani kewajibani yangi harusi dipenuhii pelakui usahai 

UMKM.i Pengawasani DPM-PTSPi jugai mencakupi kendala-kendalai apai sajai yangi 

dihadapii pelakui UMKMi dalami pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi melaluii 

sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektronik.



 

 

 

 

 

III. METODEi PENELITIAN 

 

 

 

Metodei (methode)i sebuahi carai dalami mengupayakani sesuatu.i Penelitiani (re-

search)i sebuahi upayai untuki melihati i mencarii sesuatui hali yangi sebenarnyai sudahi 

diketahuii tetapii ingini mendapatkani pandangani yangi samai ataupuni berbeda.i 

Penelitiani diartikani sebagaii kegiatani bermaknai untuki menggalii dani mengkajii 

sumberi informasii agari mendapatkani kebenarani hakikii darii suatui gejalai ataui 

peristiwai yangi terjadi. 

Metodei penelitiani adalahi carai yangi dipakaii untuki mencapaii tujuan,i dengani 

menggunakani metodei makai akani menemukani jalani yangi baiki untuki memecahkani 

suatui masalah.28
i i Penelitiani Hukumi adalahi prosesi untuki menentukani aturani 

hukum,i prinsip-prinsipi hukum,i maupuni doktrin-doktrini hukumi gunai menjawabi 

isui hukumi yangi dihadapi.29 

3.1. Jenisi Penelitian 

Jenisi penelitiani yangi digunakani penulisi dalami penulisani skripsii inii adalahi jenisi 

penelitiani hukumi normatif-empirisi yangi merupakani penggabungani antarai 

pendekatani normatifi dengani adanyai penambahani berbagaii unsuri empiris.i 

Penelitiani normatif-empirisi merupakani penelitiani yangi menggunakani studii kasusi 

hukumi normatif-empirisi berupai produki perilakui hukum.30
i Penelitiani inii akani 

memberikani deskripsii lengkapi mengenaii pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi 

risikoi bagii UMKMi melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai 

elektroniki dengani menggunakani dasari hukumi Peraturani Pemerintahi Nomori 5i 

Tahuni 2021i Tentangi Penyelenggaraani perizinani Berusahai Berbasisi Risiko,i dani 

 
28 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2008), hlm. 57. 
29 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 1. 
30 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 52. 



40 

 

melakukani wawancarai dengani instansii Dinasi Penanamani Modali dani Pelayanani 

Terpadui Satui Pintui Kabupateni Lampungi Utarai untuki mendapatkani informasii 

terkaiti penelitian. 

3.2. Tipei Penelitiani  

Tipei penelitiani inii menggunakani tipei penelitiani deskriptif.i Menuruti Abdulkadiri 

Muhammad,i “Penelitiani deskriptifi adalahi penelitiani yangi bertujuani untuki 

membuati deskripsii secarai sistematis,i faktual,i dani akurati mengenaii faktai dani sifat-

sifati populasii daerahi tertentu”.31
i Penelitiani inii akani memberikani gambarani ataui 

deskripsii lengkapi mengenaii pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi bagii 

UMKMi melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektroniki dengani 

datai yangi dikumpulkani besertai hasili wawancarai dengani informani ataui 

narasumberi yangi berisii pertanyaani mengenaii hali yangi berhubungani dengani 

rumusani penelitiani dani jugai didukungi dengani sumberi literaturi ataui bahani pustakai 

lainnya.i  

3.3. Pendekatani Masalah 

Pendekatani masalahi yangi digunakani dalami penelitiani inii i menggunakani Non-

Judiciali Casei Study,i yaitui pendekatani studii kasusi hukumi tanpai konfliki sehinggai 

tidaki adai campuri tangani dengani pengadilan.32
i Dalami penelitiani ini,i akani 

menganalisisi mengenaii pelaksanaani legalisasii usahai berbasisi risikoi bagii umkmi 

melaluii sistemi perizinani berusahai terintegrasii secarai elektroniki dengani 

berpedomani padai peraturani perundang-undangani yangi digunakani yaitui Peraturani 

Pemerintahi Nomori 5i Tahuni 2021i Tentangi Penyelenggaraani Perizinani Berusahai 

Berbasisi Risikoi dani peraturani perundang-undangani laini yangi berkaitani dengani 

penelitiani ini. 

 

 

 

 
31 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 50. 
32 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 52. 
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3.4. Datai dani Sumberi Data 

Sumberi datai yangi digunakani dalami penelitiani ini,i yaitu: 

a. Datai Primer 

Sumberi datai primeri adalahi datai yangi diperolehi langsungi darii hasili lokasii 

penelitiani yaitui dii Dinasi Penanamani Modali dani Pelayanani Terpadui Satui Pintui 

(DPMPTSP)i Kabupateni Lampungi Utara.i Datai primeri diperolehi melaluii 

wawancara. 

b. Datai Sekunderi  

Sumberi datai sekunderi adalahi datai yangi diperolehi darii hasili kepustakaan.i 

Diperolehi darii beberapai literaturi ataui dokumen-dokumeni resmi,i hasil-hasili 

penelitian,i peraturani perundang-undangan,i sertai buku-bukui ilmiah.33
i i Datai 

sekunderi bergunai untuki mencarii informasi,i mendapatkani teorii ataui landasani 

hukum,i definisii ataui artii suatui istilah.34
i Sumberi datai sekunderi terbagii menjadii 3i 

bahani hukum,i yaitu: 

(1) Bahani Hukumi Primer 

Bahani Hukumi Primeri adalahi bahani hukumi yangi mengikati peraturani perundang-

undangan.i Bahani hukumi primeri yangi digunakani dalami penelitiani inii 

menggunakani Kitabi Undang-Undangi Hukumi Perdatai dani Peraturani Perundang-

Undangani yangi berkaitani dengani Legalitasi Usaha. 

(2) Bahani Hukumi Sekunder 

Bahani hukumi yangi menjelaskani bahani hukumi primeri dani sepertii bukui ataui 

literatur,i jurnali ataui makalah,i sarjanai hukum,i karyai tulis,i dani internet. 

(3) Bahani Hukumi Tersier 

Bahani hukumi yangi menjelaskani bahani hukumi primeri dani bahani hukumi sekunderi 

sepertii kamus-kamusi hukum,i artikel,i internet,i mediai cetaki ataui website. 

 

 

 
33 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1998) , hlm. 52 
34 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.20 
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c. Lokasii Penelitian 

Penelitiani dilakukani dii Dinasi Penanamani Modali dani Pelayanani Terpadui Satui 

Pintui (DPMPTSP)i yangi beradai dii Jalani Soekarnoi Hattai No.i 75i Kelurahani 

Tanjungi Harapan,i Kecamatani Kotabumii Selatan,i Kabupateni Lampungi Utara. 

3.5. Metodei Pengumpulani Datai  

Metodei pengumpulani datai yangi digunakani dalami penelitiani inii yaitu: 

a. Wawancara 

Datai primeri diperolehi melaluii wawancara,i dengani memberikani penjelasani 

lengkapi dani secarai terbukai darii narasumber.i Narasumberi yangi diwawancaraii 

ialahi Bapaki Irhamnudini Hazmai selakui Staffi Bidangi Pengendaliani Pelaksanaani 

Penanamani Modali dani Informasii Penanamani Modali i dii Dinasi Penanamani Modali 

dani Pelayanani Terpadui Satui Pintui (DPM-PTSP)i i Kabupateni Lampungi Utara.i 

Metodei wawancarai dilakukani untuki memperolehi informasii mengenaii penelitiani 

yangi sedangi dilakukani dengani menggunakani daftari pertanyaani yangi disusuni 

secarai sistematisi untuki kemudiani dikembangkani padai saati wawancarai 

berlangsung.i  

b. Studii Pustaka 

Dilakukani dengani melakukani studii kepustakaani (Libraryi Research).i Studii 

kepustakaani dilakukani dengani membaca,i mencatat,i dani mengutipi datai darii bukui 

pustakai yaitui peraturani perundang-undangan,i literatur,i dani sumberi tertulisi 

lainnyai yangi berkaitani dengani keperluani penelitian. 

3.6. Metodei Pengolahani Data 

Datai yangi telahi diperolehi selanjutnyai akani diolahi agari mengasilkani hasili 

penelitiani yangi sesuaii dengani pokoki permasalahan.i Metodei pengolahani datai 

dalami penelitiani inii meliputi: 

a. Pemeriksaani Datai (Editing)i  

Editingi adalahi menelitii data-datai yangi telahi diperoleh,i terutamai darii kelengkapani 

jawaban,i keterbacaani tulisan,i kejelasani makna,i kesesuaiani dani relevansinyai 
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dengani datai yangi lain.35
i Hali inii dilakukani untuki mengetahuii apakahi datai yangi 

telahi terkumpuli melaluii wawancara,i studii kepustakaan,i dani dokumeni telahi 

lengkap,i jelas,i dani relevani dengani permasalahani yangi diteliti. 

b. Klasifikasii (Classifying)i  

Classifyingi adalahi prosesi pengelompokani keseluruhani datai yangi telahi terkumpul.i 

Data-datai tersebuti dipilahi dalami bagian-bagiani yangi memilikii persamaani 

berdasarkani datai yangi diperolehi padai saati wawancarai maupuni yangi diperolehi 

melaluii studii kepustakaan.i Hali inii dilakukani agari datai yangi telahi diperolehi 

menjadii mudahi dibacai dani dipahami. 

c. Verifikasii (Verifying)i  

Verifyingi adalahi prosesi memeriksai datai dani informasii yangi telahi didapati darii 

lapangani agari validitasi datai dapati diakuii dani digunakani dalami penelitian.36
i Hali 

inii dilakukani untuki memastikani kebenarani atasi dokumen,i data,i ataui informasii 

benar-benari i autentiki dani tidaki adai manipulasii ataui rekayasa. 

d. Pembuatani Kesimpulani (Concluding) 

Concludingi adalahi tahapani terakhiri dalami prosesi pengolahani data.i Kesimpulani 

inii akani menjadii sebuahi datai yangi berkaitani dengani penelitiani peneliti. 

3.7. Analisisi Data 

Sugiyonoi mendefinisikani analisisi datai adalahi prosesi mencarii dani menyusuni 

secarai sistematisi datai yangi diperolehi darii hasili wawancara,i catatani lapangan,i dani 

dokumentasii dengani carai mengorganisasikani datai kedalami kategori,i menjabarkani 

kei dalami unit-unit,i melakukani sintesa,i menyusuni kedalami pola,i memilihi manai 

yangi pentingi dani yangi akani dipelajari,i dani membuati kesimpulani sehinggai mudahi 

dipahamii olehi dirii sendirii maupuni orangi lain.i Datai yangi diperolehi dalami 

penelitiani inii akani dianalisisi dengani menggunakani metodei kualitatif.i Analisisi 

 
35 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 

85. 
36 Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar 

Baru Argasindo, 2002), hlm. 84 
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kualitatifi adalahi proseduri penelitiani yangi menghasilkani datai deskriptifi berupai 

kata-katai tertulisi ataui lisani i darii orang-orangi ataui perilakui yangi diamati.37 

  

 
37 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 4. 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Kabupaten Lampung Utara yang berwenang sebagai lembaga OSS di daerah 

Kabupaten Lampung Utara. Dalam pelaksanaan sistem OSS mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko. Dasar dari pendelegasian kewenangan 

DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara adalah Peraturan Bupati Nomor 69 

Tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan 

berusaha berbasis risiko dan non perizinan.  DPMPTSP Kabupaten Lampung 

Utara memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas usaha pada perizinan 

berusaha berbasis risiko ber-KBLI dan non KBLI, kewenangan dalam 

memiliki hak akses pada sistem OSS, kewenangan dalam memberikan 

pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan legalitas, dan 

kewenangan dalam pengawasan pelaporan LKPM dan pengawasan secara 

langsung.  

2. Keberadaan sistem Online Single Submission (OSS) merupakan sistem 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan untuk 

mempermudah dan mempersingkat waktu dalam memperoleh legalitas usaha. 

Dalam implementasinya, untuk memperoleh legalitas usaha dimulai dari 

syarat dan prosedur. Syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum 

mengakses OSS yaitu melengkapi syarat administrasi dan mengaktivasi akun 

OSS. Pelaku usaha yang telah melengkapi persyaratan kemudian melengkapi 

prosedur awal dalam mengakses OSS yaitu membuat dan mengaktivasi akun 
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OSS serta memperoleh NIB, selanjutnya pelaku usaha memenuhi prosedur 

untuk memperoleh legalitas usaha yang dikategorikan sesuai dengan risiko 

kegiatan usahanya. Pelaku usaha memiliki hak yaitu memperoleh legalitas 

usaha dan memiliki kewajiban yaitu melaporkan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM) dengan kategori pelaku usaha kecil melaporkan 

LKPM per-semester sedangkan, pelaku usaha menengah dan besar 

melaporkan LKPM per-triwulan. Pelaksanaan legalisasi usaha melalui sistem 

OSS tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan 

terdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai 

pengawas dalam pelaksanaan legalisasi usaha melalui OSS memberikan solusi 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksaan legalisasi 

usaha melalui Sistem OSS seperti memberikan informasi mengenai OSS 

melalui banner, pamflet, dan e-flayer, melaksanakan sosialisasi LKPM, dan 

mengusulkan penambahan dana anggaran. 

5.2. Saran 

1. DPM-PTSP sebagai lembaga OSS di daerah Kabupaten Lampung Utara 

sebaiknya dapat lebih meningkatkan efektivitasnya dalam pengawasan OSS 

serta mendukung perkembangan UMKM, berkolaborasi bersama lembaga 

terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan OSS secara menyeluruh, dan 

memastikan penegakan hukum yang konsisten agar terciptanya lingkungan 

usaha yang adil dan berkeadilan. 

2. Sistem OSS yang berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) sebaiknya terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan 

secara berkala untuk meningkatkan kinerja sistem OSS tersebut dan memiliki 

server yang kuat untuk menjaga keamanan data pelaku UMKM. Tim teknis 

perizinan pada DPMPTSP harus lebih bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa pelaku UMKM melaporkan LKPM secara berkala. Pelaku UMKM 

wajib memahami syarat dan prosedur perolehan legalitas serta terlebih dahulu 

melengkapi dokumen yang diperlukan, mengikuti sosialisasi mengenai sistem 

OSS, dan memiliki kesadaran akan pentingnya teknologi. 
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